
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II





Daftar Isi iii

D
A

F
T

A
R

  IS
I

KATA PENGANTAR	 i
DAFTAR  ISI	 iii
BAB I	 PENDAHULUAN	 1

A.	 LATAR BELAKANG	 2

B.	 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR 
ORGANISASI	 3

C.	 SISTEMATIKA PELAPORAN	 8

BAB II	 PERENCANAAN KINERJA	 9
A.	 PERENCANAAN STRATEGIS	 10

B.	 PERENCANAAN KINERJA	 12

BAB II	 AKUNTABILITAS KINERJA	 19
A.	 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	 20

B.	 REALISASI ANGGARAN	 155

C.	 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	 157

D.	 KINERJA LAIN-LAIN	 158

BAB II	 PENUTUP	 162
PENUTUP	 163

LAMPIRAN	 164



iv Laporan Kinerja 2024

D A F TA R  TA B E L
Tabel 2.1. Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024 11

Tabel 2.2. Perbandingan IKU pada Perjanjian Kinerja dengan Renja 
DJP 2024 dan Renstra DJP 20202-2024 13

Tabel 2.3. Perbandingan IKU Tahun 2023 dan 2024 16

Tabel 2.4. Perubahan pada Adendum Perjanjian Kinerja 16

Tabel 3.1. Nilai Kinerja Organisasi 20

Tabel 3.2. Realisasi Penerimaan per KPP 24

Tabel 3.3. Realisasi DIPA Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024 156

D A F TA R  G A M B A R

D A F TA R  G R A F I K
Grafi k 1.1. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin 7

Grafi k 1.2. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan terakhir 7

Grafi k 3.1. NKO Tahun 2020 - 2024 21

Grafi k 3.2. Perbandingan Realisasi Penerimaan 2024 25

Grafi k 3.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Kanwil DJP Jawa Timur II 
Tahun 2020 s.d. 2024 155

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur II 4

Gambar 2.1. Peta Strategi Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024 14

Gambar 2.2. Peta Risiko Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024 17

Gambar 2.3. Peta Risiko Adendum Pertama Tahun 2024 17

Gambar 2.4. Peta Risiko Adendum Kedua Tahun 2024 17

Gambar 3.1. Tahapan Penghitungan NKO 20



Bab I Pendahuluan 1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Kedudukan, Tigas, Fungsi, dan Struktur 

Organisasi
C. Sistematika Pelaporan



2 Laporan Kinerja 2024

A.	LATAR BELAKANG
Penerimaan perpajakan yang merupakan sumber pendapatan negara, memiliki peran penting dalam 
penyelenggaraan negara. Dinamika perekonomian yang dipengaruhi oleh faktor global maupun nasional 
menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk menghadapi tantangan tersebut dan memastikan 
penyelenggaraan negara dapat berjalan dan berkembang, target penerimaan pajak setiap tahun selalu 
ditingkatkan. Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk dapat mencapai target penerimaan pajak 
yang telah ditetapkan, termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II, merupakan instansi pemerintah 
setingkat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jawa Timur II memiliki tugas melaksanakan 
analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan 
tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, 
Kanwil DJP Jawa Timur II menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). Penyusunan LAKIN berpedoman pada 
peraturan yang telah ditetapkan yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK-300/KMK.01/2022 tentang Manajemen 
Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain, berpedoman pada peraturan di atas, LAKIN Kanwil DJP Jawa Timur II juga memperhatikan 
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 
2024. Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Kanwil 
DJP Jawa Timur II yang selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
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B.	KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, 
DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai 
berikut:
1.	 Kedudukan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah dan 
merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

2.	 Tugas
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II mempunyai tugas melaksanakan analisis, 
penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas 
di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.	 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II 
menyelenggarakan fungsi:
a.	 Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang 

perpajakan;
b.	 Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
c.	 Pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian 

target penerimaan pajak;
d.	 Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor 

Wilayah;
e.	 Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, 

pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, 
pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;

f.	 Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan 
bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;

g.	 Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat 
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Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
h.	 Pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
i.	 Pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
j.	 Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
k.	 Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, 

sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

4.	 Struktur Organisasi

Kantor Wilayah mempunyai struktur organisasi tersendiri yang terpisah dari Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Pajak. Secara struktur organisasi, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II terdiri atas 1 (satu) 
Bagian, 5 (lima) Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas antara lain:
a.	 Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, 
penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, 
dan tata usaha.

b.	 Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, 
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan 

Gambar 1.1.	 Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur II
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bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan pemberian 
bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan 
pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.

c.	 Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian
Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan 
dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian 
bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan pengawasan Wajib 
Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di 
atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah 
Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, 
melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan 
Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta 
melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan 
pajak Wajib Pajak baru.

d.	 Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan
Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan 
administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis 
pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, 
melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala 
Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional 
Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (peer 
review), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan 
pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan 
perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti 
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

e.	 Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan 
dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, 
serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab 
Kantor Wilayah.

f.	 Bidang, Keberatan, Banding dan Pengurangan
Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian 
bimbingan dan penyelesaian pengajuan/ pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan 
atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak 
yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang 
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tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan 
hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak 
Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses 
gugatan.

g.	 Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a.	 Fungsi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Pajak dan/ atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
b.	 Fungsi pendataan dan penilaian pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok
c.	 Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak dan/ atau pegawai lainnya yang 

ditunjuk oleh Kepala Kantor.
d.	 Fungsi edukasi pajak yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak 

dan Asisten Penyuluh Pajak dan/ atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II memiliki unit vertikal di bawahnya, yang terdiri dari:
1.	 Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya)

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan 
hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.

2.	 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama)
KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan 
hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan 
penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.

3.	 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi 
perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi 
pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat 
Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 
KPP Pratama.

Kanwil DJP Jawa Timur II memiliki 16 (enam belas) KPP yang terdiri dari 2 (dua) Kantor Pelayanan 
Pajak Madya, 14 (empat belas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan dan 6 (enam) KP2KP. Unit-
unit tersebut yaitu:
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1.	 KPP Madya Sidoarjo
2.	 KPP Madya Gresik
3.	 KPP Pratama Sidoarjo Utara
4.	 KPP Pratama Sidoarjo Barat
5.	 KPP Pratama Sidoarjo Selatan
6.	 KPP Pratama Gresik
7.	 KPP Pratama Mojokerto

•	 KP2KP Mojosari
8.	 KPP Pratama Madiun

•	 KP2KP Caruban
9.	 KPP Pratama Ponorogo

•	 KP2KP Pacitan

10.	KPP Pratama Ngawi
•	 KP2KP Magetan

11.	KPP Pratama Bojonegoro
12.	KPP Pratama Tuban
13.	KPP Pratama Lamongan
14.	KPP Pratama Bangkalan

•	 KP2KP Sampang
15.	KPP Pratama Pamekasan

•	 KP2KP Sumenep
16.	KPP Pratama Jombang

5.	 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 
Kanwil DJP Jawa Timur II didukung oleh 153 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Grafik 1.1.	 Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin
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Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Jawa Timur II tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai 
berikut:
Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan mengenai latar belakang penyusunan LAKIN, kedudukan, tugas, dan 
fungsi organisasi, struktur organisasi, serta sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini disajikan penjelasan mengenai perencanaan strategis, perencanaan anggaran, 
penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Piagam Manajemen Risiko.

Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada  sub  bab  ini  disajikan  capaian  kinerja  organisasi  untuk  setiap pernyataan  kinerja  
sasaran  strategis  organisasi  sesuai  dengan  hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan 
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Efi siensi Penggunaan Sumber Daya
Pada sub bab ini diuraikan efi siensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh 
organisasi pada tahun 2024.

C. Kinerja Lain-lain
Pada sub bab ini diuraikan penghargaan dan kinerja lainnya yang telah dilakukan organisasi 
pada tahun 2024.

Bab IV Penutup
 Pada bab ini disajikan narasi penutup atas capaian kinerja organisasi selama tahun 2024.

C.	SISTEMATIKA	PELAPORAN
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis
B. Perencanaan Kinerja
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Rencana Strategis (Renstra) DJP merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah DJP. 
Renstra menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi seluruh unit di DJP dalam rangka 
mencapai tugas dan fungsi utama DJP yaitu mengumpulkan penerimaan pajak. Sebagai unit vertikal 
Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Timur II diamanatkan untuk berkontribusi dalam Pembinaan 
Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah. Kanwil 
DJP Jawa Timur II juga mendukung tercapainya Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:
1.	 Visi

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui 
Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan 
dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara 
untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2.	 Misi
1)	 Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2)	 Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi 

dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3)	 Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif 

dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam menjalankan amanah yang diberikan, Kanwil DJP Jawa Timur II mendapatkan target 
merealisasikan penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp31,527 triliun atau sebesar 1,64% dari target 
nasional yang sebesar Rp1.921,94 triliun.

A.	PERENCANAAN STRATEGIS
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PERENCANAAN ANGGARAN
Rencana kerja dan anggaran Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Nota 
Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-10/PJ/PJ.01/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Hal Permintaan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024. Alokasi 
anggaran Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024 adalah sebesar Rp16.497.956.000 yang terdiri atas 
Belanja Pegawai (51) sebesar Rp1.165.386.000 dan Belanja Barang (52) sebesar Rp15.332.570.000.

Kode Nama Kegiatan Target Satuan
Pagu Alokasi TA 

2024

4791
Ekstensifikasi Penerimaan 
Negara

67.885
Layanan, Dokumen, 

Publikasi, Wilayah, Peta, 
Data, Lokasi

537.815.000

4792
Pelayanan, Komunikasi, 
dan Edukasi 

47
Layanan, Kegiatan, Media, 

Orang, Volume
1.354.829.000

4794
Pengawasan dan 
Penegakan Hukum

71.336 Perkara, Berkas Perkara 1.041.129.000

6209
Penanganan Keberatan/
Banding/Gugatan

10.244 Perkara, Berkas Perkara 64.882.000

6210
Pengawasan dan 
Penegakan Hukum

68 Laporan 993.508.000

4707
Pengelolaan Keuangan, 
BMN, dan Umum

24
Layanan, Laporan, 

Dokumen, Rekomendasi, 
Unit

11.015.410.000

4708
Pengelolaan Organisasi 
dan SDM

12
Layanan, Laporan, 

Dokumen, Rekomendasi, 
Unit

1.490.383.000

TOTAL 16.497.956.000

Tabel 2.1.	 Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024

Dalam perjalanan tahun 2024, setelah revisi terakhir yang dilakukan atas pagu 2024 tersebut adalah 
menjadi Rp18.477.723.000 (pagu revisi data OMSPAN per 31 Desember 2024) yang terdiri atas Belanja 
Pegawai (51) sebesar Rp1.165.386.000, Belanja Barang (52) sebesar Rp15.576.564.000, serta Belanja 
Modal (53) sebesar Rp1.735.773.000. Perubahan pagu tersebut disebabkan oleh permintaan tambahan 
dana untuk belanja pemeliharaan gedung/bangunan, belanja perjalanan dinas, serta belanja modal 
penambahan nilai gedung/bangunan.
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Penyelarasan strategis dan implementasi strategi Direktorat Jenderal Pajak, termasuk Kanwil DJP 
Jawa Timur II menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan perencanaan 
kinerja Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024 mempertimbangkan Rencana Kerja DJP Tahun 2024 dan 
Rencana Strategis Tahun 2020-2024, sebagaimana berikut:

B.	PERENCANAAN KINERJA

Kode 
IKU

Indikator Kinerja Utama 2024 Renja 2024 Renstra 2020-2024

01a-CP
Persentase realisasi penerimaan 

pajak 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak

Persentase realisasi 

penerimaan pajak

01b-N

Indeks realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto dan 

deviasi proyeksi perencanaan kas

02a-CP

Persentase realisasi penerimaan 

pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM)

Persentase realisasi 

penerimaan pajak

Persentase realisasi 

penerimaan pajak

02b-CP

Persentase capaian tingkat 

kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 

dan Orang Pribadi

03a-CP

Persentase realisasi penerimaan 

pajak dari kegiatan Pengujian 

Kepatuhan Material (PKM)

Persentase realisasi 

penerimaan pajak

Persentase realisasi 

penerimaan pajak

04a-CP

Persentase perubahan perilaku 

lapor dan bayar atas kegiatan 

edukasi dan penyuluhan

04b-N

 Indeks kepuasan pelayanan, 

efektivitas penyuluhan dan 

kehumasan

- Indeks kepuasan publik atas 

layanan DJP

Indeks kepuasan publik atas 

layanan DJP

- Indeks efektivitas 

penyuluhan dan kehumasan
- Indeks efektivitas ekosistem 

kehumasan

05a-CP

Persentase pengawasan 

pembayaran masa

- Persentase penambahan 

WP hasil ekstensifikasi

Tingkat efektivitas 

pengawasan dan penegakan 

hukum pajak- Tingkat efektivitas 

pengawasan dan penegakan 

hukum perpajakan
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Kode 
IKU

Indikator Kinerja Utama 2024 Renja 2024 Renstra 2020-2024

06a-CP

Persentase penyelesaian 

permintaan penjelasan atas data 

dan/atau keterangan

Tingkat efektivitas 

pengawasan dan penegakan 

hukum perpajakan

Tingkat efektivitas 

pengawasan dan penegakan 

hukum pajak

06b-N

Efektivitas pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil 

DJP tepat waktu

07a-CP
Tingkat efektivitas pemeriksaan 

dan penilaian

07b-CP
Tingkat efektivitas penegakan 

hukum, penagihan, dan kolaborasi

Tingkat efektivitas 

pengawasan dan penegakan 

hukum perpajakan

Tingkat efektivitas 

pengawasan dan penegakan 

hukum pajak

08a-CP

Persentase penyelesaian 

keberatan dan non-keberatan 

tepat waktu

08b-N
Persentase penanganan upaya 

hukum yang efektif

Persentase jumlah putusan 

yang mempertahankan 

objek banding/gugatan di 

pengadilan pajak

09a-N

Persentase produksi Laporan 

Hasil Analisis (LHA) data 

perpajakan dan penyediaan data 

potensi perpajakan

09b-N
Persentase penghimpunan data 

regional dari ILAP

10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM
Tingkat kualitas pengelolaan 

SDM

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

10c-N

Indeks efektivitas implementasi 

manajemen kinerja dan 

manajemen risiko

11a-CP
Indeks kinerja kualitas 

pelaksanaan anggaran 

Persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran
Tabel 2.2.	 Perbandingan IKU pada Perjanjian Kinerja dengan Renja DJP 2024 dan Renstra DJP 20202-2024
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PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan 
UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi 
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai 
dengan indikator kinerja. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II bersama Direktur Jenderal Pajak telah 
menandatangani Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two tahun 2024 (Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II). 
Perjanjian Kinerja tersebut tergambarkan melalui peta strategi berikut:

Gambar 2.1.	 Peta Strategi Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024

Dari Peta Strategi tersebut, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) yang selanjutnya 
diidentifikasikan menjadi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Perjanjian Kinerja 2024 
terdapat IKU baru dan penyesuaian target yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan mendukung 
tercapainya Visi dan Misi Kementerian Keuangan.
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target 
2023

Target 
2024

Stakeholder Perspective
1. Penerimaan negara 

dari sektor pajak yang 
optimal

01a-CP	Persentase realisasi penerimaan 
pajak 100% 100%

01b-N	 Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas

100

Customer Perspective

2. Kepatuhan tahun 
berjalan yang tinggi

02a-CP	Persentase realisasi penerimaan 
pajak dari kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM)

100% 100%

02b-CP	Persentase capaian tingkat 
kepatuhan penyampaian SPT 
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 
dan Orang Pribadi

100%

3. Kepatuhan tahun 
sebelumnya yang 
tinggi

03a-CP	Persentase realisasi penerimaan 
pajak dari kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM)

100% 100%

Internal Process Perspective

4. Edukasi, pelayanan, 
dan kehumasan yang 
efektif

04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor 
dan bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan

74%

04b-N	 Indeks kepuasan pelayanan, 
efektivitas penyuluhan dan 
kehumasan

100%

5. Pengawasan 
pembayaran masa 
yang efektif

05a-CP	Persentase pengawasan 
pembayaran masa 90%

6. Pengujian kepatuhan 
material yang efektif

06a-CP	Persentase penyelesaian 
permintaan penjelasan atas data 
dan/atau keterangan

100%

06b-N	 Efektivitas pengelolaan Komite 
Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP 
tepat waktu

100%
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama
Target 
2023

Target 
2024

7. Penegakan hukum 
yang efektif

07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 
penilaian 100%

07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan 
hukum, penagihan, dan kolaborasi 90%

8. Penanganan upaya 
hukum yang efektif

08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan 
dan non-keberatan tepat waktu

86,5%

08b-N	 Persentase penanganan upaya 
hukum yang efektif 60% 63%

9. Data dan informasi 
yang berkualitas

09a-N	 Persentase produksi Laporan Hasil 
Analisis (LHA) data perpajakan dan 
penyediaan data potensi perpajakan

100%

09b-N	 Persentase penghimpunan data 
regional dari ILAP 55%

Learning & Growth Perspective

10. Pengelolaan 
Organisasi dan SDM 
yang adaptif

10a-N	 Tingkat kualitas kompetensi SDM 90

10b-N	 Indeks Penilaian Integritas Unit 100%

10c-N	 Indeks efektivitas implementasi 
manajemen kinerja dan manajemen 
risiko

90

11. Pengelolaan 
keuangan yang 
akuntabel

11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 
anggaran 100

Tabel 2.3.	 Perbandingan IKU Tahun 2023 dan 2024

Dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik, pada tanggal 2 September 2024 dilakukan adendum 
Perjanjian Kinerja. Adendum dilakukan pada IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, dimana sebelumnya 
IKU tersebut memiliki periode pelaporan tahunan menjadi triwulanan, dengan target 85%.

Kode 
IKU

Indikator Kinerja Utama 2024
Sebelum Adendum Setelah Adendum

Q3 Q4 Q3 Q4

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit - 100% 85% 100%

Tabel 2.4.	 Perubahan pada Adendum Perjanjian Kinerja
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PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk 
mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap 
pencapaian Sasaran. Dalam menghadapi ketidakpastian kondisi internal maupun eksternal yang 
memengaruhi pencapaian visi dan misi, perlu diterapkan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bentuk 
komitmen untuk melaksanakan manajemen risiko, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur telah menetapkan 
piagam risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang 
Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/
KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelakasanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. 
Berikut merupakan peta risiko Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024:

Peta Risiko Tahun 2024

Dinamika yang terjadi memungkinkan dilakukannya perubahan Piagam Manajemen Risiko untuk 
mendukung keberlanjutan dalam pencapaian kinerja. Pada tanggal 25 Maret 2024 dilakukan adendum 
pertama dan pada tanggal 27 September 2024 dilakukan adendum kedua Piagam Manajemen Risiko. 
Berikut merupakan peta risiko adendum Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024:

Peta Risiko Adendum Pertama Tahun 2024

Gambar 2.2.	 Peta Risiko Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024

Peta Risiko Adendum Kedua Tahun 2024

Gambar 2.3.	 Peta Risiko Adendum Pertama Tahun 2024 Gambar 2.4.	 Peta Risiko Adendum Kedua Tahun 2024

Keterangan : * menunjukkan urutan nomor risiko untuk Downside Risk



18 Laporan Kinerja 2024



Bab III Akuntabilitas Kinerja 19

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
C. Efi siensi Penggunaan Sumber Daya
D. Kinerja Lain-lain

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
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A.	CAPAIAN	KINERJA	ORGANISASI
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja 
di Lingkungan Kementerian Keuangan, implementasi manajemen kinerja terdiri atas perencanaan 
kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan dan pemanfaatan kinerja. Evaluasi kinerja 
organisasi merupakan proses penilaian kinerja organisasi yang menghasilkan ouput Nilai Kinerja 
Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan 
predikat kinerja organisasi. Tahapan dalam penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dimulai 
dengan identifikasi raw data, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai 
perspektif, hingga mendapatkan NKO.

Gambar 3.1. Tahapan Penghitungan NKO

Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian 
target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Keberhasilan tersebut dapat dilihat 
dari capaian NKO Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II tahun 2024 sebesar 110,15. 
Nilai tersebut merupakan capaian dari masing-masing IKU yang telah dikelompokkan dalam 4 perspektif 
sebagaimana tabel berikut:

Perspektif Bobot Nilai

Stakeholder Perspective 30% 103,72

Customer Perspective 20% 101,89

Internal Process Perspective 25% 118,23

Learning & Growth Perspective 25% 116,39

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 110,15
Tabel 3.1. Nilai Kinerja Organisasi
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Perkembangan NKO Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 
dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

107,15

105,48

110,22
109,12

110,15

2020 2021 2022 2023 2024

Grafik 3.1.	 NKO Tahun 2020 - 2024

Secara keseluruhan NKO Tahun 2024 mencapai 110,15. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 
sebelumnya sebesar 109,12. Seluruh IKU (20 IKU) dalam Perjanjian Kinerja telah tercapai melebihi 
target sehingga berstatus hijau.
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Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis 1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 23% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Realisasi 20,32% 44,63% 44,63% 64,01% 64,01% 100,12% 100,12%

Capaian 88,36 89,26 89,26 85,35 85,35 100,12% 100,12%
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target  APBN atau  APBN-P  melalui penyempurnaan 
regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan 
Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

•	 Definisi IKU
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi 
pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah 
Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan 
(SPMPP).
Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul 
Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak 
yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak 
yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang 
APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan 
ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak.
Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang 
didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP 
yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.
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Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan 
penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

•	 Formula IKU

•	 Realisasi IKU
Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur II adalah 
sebesar Rp31.565.652.080.319 atau sebesar 100,12% dari target pajak Kanwil DJP Jawa Timur II 
pada tahun 2024. Penerimaan ini tumbuh sebesar 11,00% dari penerimaan pajak tahun sebelumnya. 
Semua KPP diwilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur II berhasil mencapai capaian target diatas 100% 
dengan terendah sebesar 100,04% dan tertinggi sebesar 100,57%. Realisasi penerimaan pajak dari 
tahun 2020 sampai dengan 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Namun capaian penerimaan dari 
tahun 2020 hingga 2024 cukup fluktuaktif mengingat target pajak yang terus naik.

TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024

Capaian 96,92% 97,70% 114,99% 103,35% 100,12%

Growth -8,05% 14,31% 21,79% 7,06% 11,00%

2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

 Persentase realisasi 
penerimaan pajak

96,92% 97,70% 114,99% 103,35% 100,12%

Sumber : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur II adalah 
sebesar Rp31.565.652.080.319 atau sebesar 100,12% dari target pajak Kanwil DJP Jawa Timur II 
pada tahun 2024. Sehingga capaian IKU penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 100,12%. Capaian 
tahun 2024 tidak sebesar tahun sebelumnya karena target penerimaan pajak yang tinggi atau tumbuh 
sebesar 10,86% dibandingkan realisasi tahun 2023. Seluruh KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa 
Timur II berhasil mencapai target dan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya.
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Tabel 3.2.	 Realisasi Penerimaan per KPP

3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Persentase realisasi 
penerimaan pajak

100% 100% - 100% 100,12%

Sumber : Laporan NKO 2024, Renja DJP 2024, Renstra DJP 2020-2024

Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur II adalah 
sebesar Rp31.565.652.080.319 atau sebesar 100,12% dari target pajak Kanwil DJP Jawa Timur II 
pada tahun 2024. Capaian ini lebih tinggi 0,12% dibandingkan dengan target Renja DJP dan Renstra 
DJP tahun  2020 - 2024.
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Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 100,46% 100,12%

Sumber : Aplikasi Appportal, Laporan NKO 2024

Sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur II adalah 
sebesar Rp31.565.652.080.319 atau sebesar 100,12% dari target pajak Kanwil DJP Jawa Timur II 
pada tahun 2024. Dari segi capaian penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur II dibawah penerimaan 
nasional, namun dari segi pertumbuhan, growth netto penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur II 
sebesar 11,00%  jauh di atas penerimaan nasional yang hanya 3,37%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Grafi k 3.2. Perbandingan Realisasi Penerimaan 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Ada beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan dalam menunjang tercapainya target 
penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur II tahun 2024:
1. Tindaklanjut penyelesaian DSP4 2024;
2. Monev ke KPP dalam rangka percepatan penyelesaian pengawasan/SP2DK, Pemeriksaan, 

pencairan tuggakan;
3. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut LHPt sesuai dafnom dalam DPP;
4. Melakukan pengawasan terhadap realisasi LHP2DK yang telah diterbitkan baik atas SP2DK 

dari DPP maupun dari SP2DK outstanding;
5. Pengiriman LHA dan hasil penilaian Kanwil ke KPP;
6. Kolaborasi Aktor pengawasan dan Aktor Gakum; dan
7. Pemantauan penyelesaian DPP yang masuk daftar Quick Win
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•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan
Ada beberapa hal yang menjadi faktor tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024, yakni :
1.	 Komite kepatuhan dijalankan dengan efektif;
2.	 DSP4 yang telah ditindakanjut dengan baik;
3.	 Adanya pertumbuhan dari 5 sektor dominan baik secara Kanwil ataupun per KPP; dan
4.	 Adanya penurunan target penerimaan pajak sehingga target menjadi lebih rasional

•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya yang digunakan dalam rangka pengamanan target penerimaan telah digunakan 
dengan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan di berlangsungnya dengan baik kegiatan penunjang 
pengamanan penerimaan seperti monev penerimaan per fungsi, Rapat Koordinasi Daerah, Uji Petik 
DPP, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya penunjang pengamanan penerimaan.

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja
Salah satu program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target penerimaan adalah 
adanya monitoring dan evaluasi yang berkualitas. Setiap triwulan Kanwil DJP Jawa Timur II 
mengadakan monitoring dan evaluasi untuk memberikan masukan kritikan dan mengukur kinerja 
KPP di wilayah kerjanya. Kegiatan ini efektif karena permasalahan di tingkat KPP dapat dipetakan 
untuk segera dimitigasi.

•	 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Rencana aksi untuk memitigasi resiko telah dilakukan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 
rencana aksi dalam mitigasi resiko yang telah terealisasi lebih dari 100%. Realiasi rencana aksi 
tersebut sejalan dengan capaian penerimaan pajak tahun 2024 yang lebih dari target atau tercapai 
sebesar 100,12%.

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan : 
1.	 Harga komoditas yang tidak setinggi tahun sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap 

penghasilan wajib pajak ; dan
2.	 DIPA di beberapa satuan kerja pemerintah yang tidak sebesar tahun sebelumnya
Adapun langkah langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala teresebut adalah sebagai berikut:
1.	 Melakukan intensifikasi kepada Wajib Pajak strategis dan ekstensifkasi terhadap Wajib Pajak 

lainnya; dan
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2.	 Fokus terhadap penyelesaian DSP4

•	 Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan 
Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah 
maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
Dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak tahuh 2024 seluruh pegawai di lingkungan 
kerja Kanwil DJP Jawa Timur II telah berpartisipasi dengan aktif, responsif dan baik untuk menunjang 
tercapainya IKU, baik IKU secara kantor maupun secara pribadi.

•	 Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan 
kemiskinan ekstrem
Tercapainya IKU penerimana atau target penerimaan pajak adalah bentuk pengaman dalam 
pelaksanaan program pemerintah. Dana yang dikumpulkan dari pajak merupakan jantung, darah 
dan organ penting bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya. Dengan tercapainya IKU 
realisasi penerimaan pajak maka akan mempermudah pemerintah dalam menjalankan fungsinya 
yang seperti mengatasi masalah isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, 
kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Analisis proyeksi penerimaan 2025 dampak PMK 81/2024, terkait 
pemusatan pembayaran WP cabang dan PPN Put BUMN menggunakan 
NPWP pemungut, terkait dengan target 2025

•	 Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
•	 Penyelesaian PKM outstanding dan tindaklanjut DSP4 2025

2025
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Stakeholder Perspective

Sasaran Strategis 1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 100 100 100 100 100 100 100

Realisasi 109,83 111,23 111,23 109,32 109,32 108,64 108,64

Capaian 109,83 111,23 111,23 109,32 109,32 108,64 108,64
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan 
regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan 
Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

•	 Definisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 
2 komponen, yaitu:
1.	 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, 
yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) 
pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing 
komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.
Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah 
pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu 
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 
100 persen.
Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah 
pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 
persen.
Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi 
penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan 
pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.
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Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi 
penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak 
bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.
Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul 
Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak 
yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. 
diadministrasikan di KPP baru.
Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak 
Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 
suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal: 
(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja 

Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak 

dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau 
Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan 
penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.
Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu 
triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja 
lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan 
suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:
a.	Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan 

antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi 
penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap 
terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode 
sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan 
antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan 
realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang 
terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir 
periode.

2.	 Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi 
dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH 
migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.
Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan 
keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite 
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ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan 
dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan 
IKU. Penerimaan Kas:
1)	Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari 

pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari 

pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. 
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi 
penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤8%. Deviasi 
penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) 
di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

•	 Formula IKU
Formula yang digunakan dalam pengukuran ini adalah (50% x indeks capaian Persentase realisasi 
pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi 
perencanaan penerimaan kas)

•	 Realisasi IKU
Sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II sebesar 108,64. Capaian ini merupakan 
gabungan dari capaian pertumbuhan bruto sebesar 107,27 dan deviasi perencanaan kas sebesar 
110,00. Capaian IKU lebih besar 8,64% dibandingkan dengan target tahun 2024. Hal ini disebabkan 
oleh capaian sub IKU pertumbuhan pajak bruto dan sub IKU deviasi perencanaan kas yang lebih 
dari 100.

2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

 Indeks realisasi 
pertumbuhan penerimaan 

pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas

- - - - 108,64

Sumber : Laporan NKO 2024

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 
ini merupakan IKU baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan 
realisasi tahun sebelumnya.
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3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto 

dan deviasi proyeksi 
perencanaan kas

- - - 100 108,64

Sumber : Laporan NKO 2024

Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto dan deviasi 

proyeksi perencanaan kas
100 - 108,64

Sumber : Aplikasi Appportal, Laporan NKO 2024

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 
tidak terdapat pada standar nasional, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

4.	 Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5.	 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
•	 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Ada beberapa upaya extra effort yang telah dilakukan dalam rangka pengamanan IKU Indeks 
realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, yakni : 
1.	 Pengawasan pembayaran masa;
2.	 Melakukan percepatan atas tindak lanjut dan pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan 

Penerimaan Pajak (DSP4);
3.	 IHT penyusunan prognosa ke KPP; dan
4.	 Melakukan pemantauan penyusunan prognosa dan evaluasi kepada KPP yang memiliki 

deviasi prognosa perencanaan kas yg besar.
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•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan
Faktor yang menjadi penyebab tercapainya kinerja adalah pertumbuhan 5 sektor dominan dan 
manajemen Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP). Kemampuan 
komunikasi dan analisis KPP yang mumpuni.

•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya telah digunakan dengan efisien dan efektif dalam pencapaian IKU Indeks realisasi 
pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan.

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja
Program kerja yang menunjang keberhasilan adalah : 
1.	 Terlaksananya fungsi komite kepatuhan dengan efektif; dan
2.	 Terlaksananya kegiatan monev dan bimtek penyusunan prognosa dengan baik.

•	 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Rencana aksi untuk memitigasi resiko dalam mengamankan IKU Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas telah dijalankan dengan baik.

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengamankan IKU Indeks realisasi pertumbuhan 
penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas yakni :
1.	 Ada beberapa KPP yang deviasi penerimaannya cukup tinggi ;
2.	 Ada beberapa sektor non dominan dan beberapa jenis pajak yang mengalami penurunan; dan
3.	 Pertumbuhan SPMKP yang cukup tinggi.
Adapun langkah untuk mengatasinya adalah :
1.	 Membuat bimtek penyusunan prognosa;
2.	 Memaksimalkan kinerja komite kepatuhan; 
3.	 Melakukan monitoring atas tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan 

Pajak (DSP4); dan
4.	 Melakukan manajamen Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP)
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•	 Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan 
Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah 
maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
Dalam rangka pengamanan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi 
proyeksi perencanaan kas 2024 seluruh pegawai di lingkungan kerja Kanwil DJP Jawa Timur II telah 
berpartisipasi dengan aktif, responsif dan baik untuk menunjang tercapainya IKU.

•	 Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan 
kemiskinan ekstrem
Tercapainya IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 
perencanaan kas adalah bentuk pengaman dalam pelaksanaan program pemerintah. Dana yang 
dikumpulkan dari pajak merupakan jantung, darah dan orang penting bagi pemerintah dalam 
melaksanakan kebijakannya, yang salah satunya adalah program untuk menurunkan tingkat 
kemiskinan.

6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Pengawasan pembayaran masa
•	 Melakukan percepatan atas tindak lanjut dan pencairan DSP4
•	 IHT penyegaran penyusunan prognosa ke KPP
•	 Melakukan pemantauan penyusunan prognosa dan evaluasi kepada KPP 

yang memiliki deviasi prognosa perencanaan kas yg besar.

2025

Customer Perspective

Sasaran Strategis 2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 23% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Realisasi 19,95% 44,56% 44,56% 65,30% 65,30% 100,08% 100,08%

Capaian 86,73 89,11 89,11 87,07 87,07 100,08 100,08
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024



34 Laporan Kinerja 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik 
secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

•	 Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta 
masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur 
Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak 
Nasional.
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari 
kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh 
direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang 
Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM).
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari 
kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, 
dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. 

 

!Realisasi	penerimaan	pajak	dari	kegiatan	PPMTarget	penerimaan	pajak	dari	kegiatan	PPM 5 6100 

 

•	 Formula IKU

•	 Realisasi IKU
Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 
(PPM) berhasil mencapai 100,08%, yang setara dengan Rp29,3 triliun. Hal ini menunjukkan 
bahwa target penerimaan pajak dari PPM yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai. 
Semua KPP di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II juga mencapai target penerimaan pajak. 
Walaupun capaian tahun 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 (104,43%), 
kinerja tetap berada di atas target yang direncanakan.
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2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

 Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM)

- 98,82% 115,11% 104,43% 100,08%

Sumber : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM berhasil mencapai target yaitu 
sebesar Rp29,3 triliun atau sebesar 100,08%. Selain itu semua KPP diwilayah Kanwil DJP Jawa 
Timur III juga berhasil mencapai target penerimaan. Dari tahun 2021 ke 2024, realisasi penerimaan 
mengalami peningkatan dan melebihi target pada tahun 2023 dengan capaian 104,43%. Namun, 
pada tahun 2024, realisasi penerimaan tetap melebihi target, namun sedikit terjadi penurunan pada 
capaian, yaitu sebesar 100,08%.

3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM)

100% 100% - 100% 100,08%

Sumber : Laporan NKO 2024, Renja DJP 2024, dan Renstra DJP 2020-2024

Realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah 100,08%, yang berarti target tidak hanya tercapai 
tetapi sedikit melampaui angka yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan 
yang diimplementasikan untuk kegiatan PPM telah berjalan efektif dan sesuai rencana. Capaian ini 
juga merefleksikan konsistensi DJP dalam mengelola penerimaan pajak, yang mana penerimaan 
dari kegiatan PPM dapat dioptimalkan tanpa adanya penyimpangan dari target yang telah ditentukan. 
Pencapaian ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari tingkat Kantor Pusat, 
Kantor Wilayah hingga Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Pratama.
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Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak 
dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 

Masa (PPM)
100%

-
100,08%

Sumber : Laporan NKO 2024

4.	 Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5.	 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
•	 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1.	 Peningkatan pengawasan pembayaran masa: Kanwil DJP Jawa Timur II menerapkan 
pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi Wajib Pajak dengan potensi kepatuhan 
yang rendah.

2.	 Peningkatan komunikasi dengan Wajib Pajak: Pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan 
dilakukan secara masif, baik secara daring maupun luring.

3.	 Pemanfaatan teknologi informasi: Penggunaan dashboard monitoring berbasis data analitik 
untuk memantau dan menganalisis capaian penerimaan pajak secara real-time.

•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan
1.	 Adanya kolaborasi antara Kanwil DJP dan KPP yang efektif dalam mengawasi dan 

mengidentifikasi potensi penerimaan pajak;
2.	 Penyuluhan dan asistensi intensif terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan kepatuhan 

rendah; dan
3.	 Pemanfaatan inovasi teknologi, seperti integrasi sistem data Wajib Pajak untuk mendukung 

transparansi dan akurasi penerimaan pajak.

•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya yang digunakan dalam rangka pengamanan target penerimaan PPM telah 
digunakan dengan efisien.

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 
pernyataan kinerja
1.	 Kanwil DJP Jawa Timur II menggunakan Pemanfaatan Teknologi dan Data Analitik untuk 

memetakan penerimaan PPM dan mengoptimalkan pengawasan penerimaan PPM;
2.	 Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak dengan Edukasi dan Pendampingan; 
3.	 Monitoring dan evaluasi rutin memastikan pelaksanaan pengawasan pembayaran PPM lebih 

efektif.
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•	 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Rencana aksi untuk memitigasi resiko telah dilakukan dengan maksimal.

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
1.	 Kendala: Pengolahan Data Penerimaan PPM yang Sangat Besar

Solusi: Memanfaatkan alat analitik seperti Power BI dan Metabase untuk memvisualisasikan, 
menganalisis, dan mengelola data secara efektif.

2.	 Kendala: Penurunan atau Kenaikan Signifikan yang Tidak Terprediksi
Solusi:  Melakukan koordinasi intensif dengan KPP Pratama dan KPP Madya untuk mengevaluasi 
penyebab perubahan dan menyusun strategi penanganan yang tepat.

•	 Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan 
Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah 
maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
Dalam rangka pengamanan target penerimaan PPM tahun 2024, seluruh pegawai di lingkungan 
kerja Kanwil DJP Jawa Timur II telah berpartisipasi dengan aktif, responsif dan baik untuk menunjang 
tercapainya IKU, baik IKU secara kantor maupun secara pribadi.

•	 Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan 
kemiskinan ekstrem
Tercapainya IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran 
Masa (PPM) adalah bentuk pengaman dalam pelaksanaan program pemerintah. Dana yang 
dikumpulkan dari pajak merupakan jantung, darah dan orang penting bagi pemerintah dalam 
melaksanakan kebijakannya, yang salah satunya adalah program untuk menurunkan tingkat 
kemiskinan.

6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Meningkatkan penggunaan teknologi berbasis data untuk memantau 
potensi penerimaan pajak.

•	 Melaksanakan forum koordinasi rutin dengan KPP Pratama dan KPP 
Madya guna menangani penurunan atau kenaikan signifikan yang tidak 
terprediksi dalam rangka pengawasan penerimaan PPM

2025
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Sasaran Strategis 2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan 

Orang Pribadi

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%

Realisasi 94,45% 103,68% 103,68% 105,71% 105,71% 107,24% 107,24%

Capaian 120 120 120 117,46 117,46 107,24 107,24
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik 
secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

•	 Definisi IKU
1.	 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan 

Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 
dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang 
menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2.	 SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun 
pajak, yang meliputi:
a.	 SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
b.	 SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3.	 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT 

adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang 
Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 
2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan 
SPT Tahunan PPh).

4.	 Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status 
domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT 
Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus 
Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/
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PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai 
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan 
melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5.	 Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU 
KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana 
diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6.	 Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
a.	 atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan 

dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan 
SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

b.	 atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak 
Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan 
pembobotan 1.

7.	 Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan 
melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT 
pada unit tersebut;

8.	 Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 
PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta 
Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

•	 Formula IKU

•	 Realisasi IKU
Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mencakup wilayah kerja yang luas dengan jumlah 
Wajib Pajak Wajib SPT mencapai 1.031.056 Wajib Pajak dengan target IKU sebanyak 857.759 SPT, 
hal tersebut merupakan tantangan tersendiri untuk menghimbau dan mensosialisasikan kewajiban 
pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II melakukan 
koordinasi dengan unit vertikal di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II agar melakukan 
sosialisasi kepada Wajib Pajak, berkoordinasi kepada pemberi kerja agar menghimbau pegawai di 
bawahnya untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan, serta menerbitkan Surat Teguran dan STP 
untuk Wajib Pajak yang terlambat melakukan Pelaporan SPT Tahunan.

Sampai dengan akhir tahun 2024, sebanyak 812.301 Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan 
atau tercapai sebesar 107,24% dari target yang telah ditetapkan. Wajib Pajak yang menyampaikan 
SPT tersebut terdiri dari 537.672 WP Wajib SPT menyampaikan SPT tepat waktu, 46.233 WP Wajib 
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SPT terlambat menyampaikan SPT,  195.763 bukan WP Wajib SPT menyampaikan tepat waktu, dan 
32.633 bukan WP Wajib SPT terlambat menyampaikan SPT.

2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

 Persentase capaian tingkat 
kepatuhan penyampaian SPT 
Tahunan Wajib Pajak Badan 

dan Orang Pribadi

- - - - 107,24%

Sumber : Laporan NKO 2024

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan 
Orang Pribadi merupakan IKU baru sehingga tidak memiliki data historis.

3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Persentase capaian tingkat 
kepatuhan penyampaian SPT 
Tahunan Wajib Pajak Badan 

dan Orang Pribadi

- - - 100% 107,24%

Sumber : Laporan NKO 2024

Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Persentase capaian tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi
100% - 107,24%

Sumber : Laporan NKO 2024

4.	 Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional
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5.	 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
•	 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya extra effort atau program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang 
keberhasilan pencapaian kinerja selama tahun 2024 diantaranya:
1.	 Membentuk Satuan Tugas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Kanwil DJP Jawa Timur II;
2.	 Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK), Mall Pelayanan Publik 

(MPP), dan sarana lainnya untuk mendukung kinerja Kepatuhan SPT secara lebih masif;
3.	 Melakukan publikasi offline maupun online secara intensif dan berkelanjutan untuk 

mengingatkan WP agar menyampaikan SPT Tahunan;
4.	 Meningkatkan edukasi yang lebih efektif kepada masyarakat / wajib pajak terkait SPT Tahunan 

melalui kegiatan penyuluhan langsung maupun tidak langsung;
5.	 Menerbitkan Nota Dinas Percepatan Target Kepatuhan SPT Tahunan sebagai pedoman KPP 

dalam melakukan upaya-upaya pengamanan kinerja kepatuhan;
6.	 Menyampaikan hasil inventarisasi daftar WP yang belum melaporkan SPT Tahunan kepada 

KPP serta menghimbau KPP untuk menindaklanjutinya dengan langkah-langkah strategis 
yang efektif seperti penerbitan himbauan baik secara fisik melalui pengiriman pos maupun 
elektronik melalui e-mail serta Whatsapp Blast;

7.	 Menghimbau KPP untuk segera menerbitkan surat teguran bagi Wajib Pajak yang belum 
menyampaikan SPT Tahunan dan menerbitkan STP untuk Wajib Pajak yang sudah dikirimkan 
surat teguran tetapi belum menyampaikan SPT Tahunan;

8.	 Menyelenggarakan FGD (Forum Group Discussion) Strategi Percepatan Pencapaian Target 
Penyampaian SPT Tahunan; dan

9.	 Melakukan monitoring dan evaluasi kepada KPP yang belum mencapai target pada triwulan 
terakhir dan memberikan solusi atas masalah yang dialami oleh KPP.

•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan
1.	 Menyelenggarakan Layanan di Luar Kantor di kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan/atau 

tempat layanan publik lainnya;
2.	 Menyampaikan himbauan penyampaian SPT disertai link tutorial pengisian dan pelaporan 

SPT yang memungkinkan penyebaran pesan secara masif, mudah, dan efektif melalu 
Whatsapp Blast; dan

3.	 Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi/Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pemberi 
Kerja.
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•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka pencapaian kinerja Kepatuhan SPT Tahunan, pada kurun waktu bulan Januari sampai 
dengan Maret sumber daya manusia dan biaya di KPP sebagian besar digunakan untuk alokasi 
pelayanan SPT Tahunan. Masih banyaknya Wajib Pajak yang datang ke KPP untuk mendapatkan 
layanan dalam rangka pelaporan SPT Tahunan menyebabkan banyak teralokasinya SDM dan 
biaya untuk menangani hal ini. Selain itu dengan adanya saluran komunikasi online Wajib Pajak 
juga banyak mengakses layanan WA KPP, sehingga dengan demikian diperlukan alokasi tenaga 
pegawai untuk melayani di saluran WA.

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja
1.	 Layanan di Luar Kantor (LDK)

LDK merupakan bentuk upaya mendekatkan layanan konsultasi dan asistensi penyampaian SPT 
Tahunan ke lokasi Wajib Pajak. LDK diselenggarakan di kantor kecamatan, kantor kelurahan 
atau tempat layanan publik lainnya. Masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pajak 
untuk konsultasi atau mendapatkan asistensi dalam penyampaian SPT Tahunan.

2.	 Himbauan Penyampaian SPT melalui Whatsapp (WA)
Himbauan ini berisi pesan yang mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib 
Pajak disertai dengan link tutorial dan/atau informasi tempat dan waktu layanan SPT Tahunan. 
Pesan ini dikirimkan melalui WA Blast ke nomor Wajib Pajak. Himbauan melalui WA juga dititipkan 
kepada pemerintah daerah setempat khususnya pemerintah Desa/Kelurahan untuk disampaikan 
melalui jaringan komunikasi yang tersedia di desa/kelurahan, RW maupun RT.

3.	 Kerja sama dengan instansi/Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja
Kerja sama dengan instansi/Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja diwujudkan dalam bantuan 
penyampaian himbauan dan informasi pelaporan SPT Tahunan. Selain itu berupa kegiatan 
pelayanan bersama kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak, yang juga menyediakan 
layanan SPT Tahunan.

•	 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Secara umum mitigasi resiko berupa monitoring, evaluasi, bimbingan dan asistensi oleh Kantor 
Wilayah DJP Jawa Timur II kepada KPP telah dilaksanakan. Namun demikian untuk tahun 2025 
intensitasnya perlu ditingkatkan dan konsisten dilaksanakan sepanjang tahun.

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
Kendala yang dihadapi :
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1.	 Data Wajib Pajak tidak valid, dimana Wajib Pajak yang seharusnya berstatus Non Efektif namun 
berstatus aktif dan masuk sebagai Wajib Pajak Wajib SPT;

2.	 Wilayah kerja yang sangat luas menjadikan ruang lingkup sosialisasi menjadi sangat luas dan 
dinamis, dari segi wilayah, tingkat Pendidikan dan budaya yang berbeda-beda memberikan 
tantangan dalam memberikan sosialisasi;

3.	 Pelaporan SPT Tahunan elektronik secara mandiri masih menjadi kendala bagi Wajib Pajak 
terkait dengan akses jaringan, tata cara pengisian, serta prosedur pelaporan yang belum 
dipahami dengan baik;

4.	 Isu yang menerpa Direktorat Jenderal Pajak di media social pada tahun 2024 juga berdampak 
pada kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II; dan

5.	 Berkurangnya animo masyarakat dalam pelaporan SPT Tahunan pasca jatuh tempo penyampaian 
SPT menyebabkan penurunan yang drastis atas penyampaian SPT hingga akhir tahun.

Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala :
1.	 Melakukan koordinasi dengan KPP dalam hal pembenahan Masterfile Wajib Pajak;
2.	 Melakukan publikasi offline maupun online secara intensif dan berkelanjutan untuk mengingatkan 

WP agar menyampaikan SPT Tahunan;
3.	 Meningkatkan edukasi yang lebih efektif kepada masyarakat/wajib pajak terkait SPT Tahunan 

melalui kegiatan penyuluhan langsung maupun tidak langsung; dan
4.	 Melakukan monitoring tingkat kepatuhan SPT secara berkala melalui Whatsapp Group.

6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Meminta KPP memetakan WP yang belum lapor SPT Tahunan dan 
menindaklanjuti dengan langkah-langkah pengamanan pencapaian IKU 
Kepatuhan SPT Tahunan yang efektif

•	 Meningkatkan edukasi kepada masyarakat / wajib pajak terkait SPT 
Tahunan melalui kegiatan penyuluhan langsung maupun tidak langsung

•	 Melakukan publikasi offline maupun online secara intensif dan 
berkelanjutan untuk mengingatkan WP agar menyampaikan SPT Tahunan

•	 Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK) untuk 
menunjang kinerja Kepatuhan SPT

•	 Membentuk Satuan Tugas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Kanwil DJP 
Jawa Timur II

•	 Memberikan panduan kepada KPP tentang strategi pencapaian kinerja 
SPT Tahunan dalam bentuk Nota Dinas

•	 Monitoring dan Asistensi Penyampaian SPT Tahunan

2025



44 Laporan Kinerja 2024

Customer Perspective

Sasaran Strategis 3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 25,00% 50,00% 50,00% 75,00% 75,00% 100,00% 100,00%

Realisasi 25,94% 45,71% 45,71% 49,98% 49,98% 100,68% 100,68%

Capaian 103,78 91,42 91,42 66,64 66,64 100,68 100,68
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis 
data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum 
tahun pajak berjalan.

•	 Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta 
masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur 
Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan 
Pajak Nasional.
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari 
kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh 
direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang 
Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan 
Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM).
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil 
dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, 
Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

•	 Formula IKU

 

!Realisasi	penerimaan	pajak	dari	kegiatan	PKMTarget	penerimaan	pajak	dari	kegiatan	PKM 6 7100 
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•	 Realisasi IKU
Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 
Material (PKM) di Kanwil DJP Jawa Timur II mencapai Rp2,22 triliun, atau sebesar 100,68% dari 
target penerimaan pajak PKM yang telah ditetapkan pada awal tahun.

2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

 Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM)

- 79,44% 113,93% 88,97% 100,68%

Sumber : Laporan NKO 2024

Capaian penerimaan pajak dari kegiatan PKM di tahun 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan 
tahun sebelumnya. Tahun 2024 berhasil mencatatkan realisasi 100,68%, meningkat dari tahun 2023 
yang hanya mencapai 88,97%. Hal ini dipengaruhi oleh efektivitas strategi pengawasan, intensifikasi 
terhadap WP strategis, dan tindak lanjut atas potensi perpajakan yang diidentifikasi sebelumnya.

3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Persentase realisasi 
penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengujian 
Kepatuhan Material (PKM)

100% 100% - 100% 100,68%

Sumber : Laporan NKO 2024, Renja DJP 2024, dan Renstra DJP 2020-2024

Realisasi penerimaan pajak PKM pada tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan dalam 
dokumen Renja 2024 dan Renstra DJP 2020-2024. Capaian ini memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak secara keseluruhan.
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Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak 
dari kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM)
100% - 100,68%

Sumber : Laporan NKO 2024

4.	 Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5.	 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
•	 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian penerimaan pajak PKM meliputi:
1.	 Tindak lanjut PKM terhadap WP strategis yang memiliki potensi besar.
2.	 Peningkatan kualitas pengawasan melalui monev (monitoring dan evaluasi) triwulanan 

terhadap realisasi PKM.
3.	 Pemanfaatan data berbasis teknologi untuk memastikan seluruh potensi perpajakan dapat 

dioptimalkan.

•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan
Beberapa faktor penyebab tercapainya target penerimaan PKM tahun 2024:
1.	 Strategi pengawasan yang terfokus, terutama terhadap WP dominan yang memiliki kontribusi 

besar.
2.	 Kolaborasi yang efektif antara tim pengawasan dan penegakan hukum.
3.	 Penurunan target dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga target menjadi lebih realistis.

•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan PKM telah digunakan secara efisien, dengan 
fokus pada WP yang memiliki risiko kepatuhan tinggi, sehingga hasil yang dicapai sebanding 
dengan upaya yang dilakukan.

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 
pernyataan kinerja
Kendala:
1.	 WP cenderung menunda penyelesaian kewajiban pajak hingga batas akhir.
2.	 Keterbatasan waktu dalam menyelesaikan semua tindak lanjut SP2DK.
Solusi:
1.	 Sosialisasi yang lebih intensif kepada WP mengenai kewajiban dan konsekuensi perpajakan.
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2.	 Penjadwalan ulang prioritas untuk menyelesaikan SP2DK outstanding.

•	 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Rencana aksi difokuskan pada pengawasan WP berisiko tinggi dan penggunaan teknologi untuk 
mengoptimalkan pemantauan penerimaan PKM. Mitigasi risiko dilakukan dengan perbaikan 
komunikasi antar pihak terkait dan sistem untuk memantau potensi penerimaan PKM secara efisien.

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
Kendala utama adalah penundaan kewajiban pajak oleh WP dan keterbatasan waktu dalam 
menyelesaikan SP2DK. Solusi yang diambil adalah memperkuat sosialisasi kewajiban pajak dan 
penjadwalan ulang penyelesaian SP2DK outstanding.

•	 Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan 
Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah 
maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
Dalam rangka pencapaian IKU, seluruh pegawai Kanwil DJP Jawa Timur II berpartisipasi aktif tanpa 
diskriminasi. Kebijakan internal juga mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial bagi seluruh 
penerima manfaat.

•	 Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan 
kemiskinan ekstrem
Tercapainya target penerimaan pajak PKM mendukung program pemerintah, terutama melalui 
penguatan APBN untuk pembiayaan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program prioritas 
nasional lainnya, seperti penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan ekstrem.

6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Penguatan pengawasan terhadap WP berpotensi tinggi.
•	 Pemanfaatan teknologi (data analatik) untuk pemantauan pajak.
•	 Sosialisasi intensif mengenai kewajiban perpajakan.
•	 Penjadwalan ulang penyelesaian SP2DK outstanding.

2025
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Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 10,00% 40,00% 40,00% 60,00% 60,00% 74,00% 74,00%

Realisasi 29,77% 78,69% 78,69% 88,32% 88,32% 88,80% 88,80%

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi 
positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap 
masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat 
waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan 
kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam 
rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan 
kepatuhan wajib pajak.

•	 Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan 
kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua 
potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku 
kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan 
agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan.
Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
1.	 Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2.	 Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3.	 Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.
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•	 Formula IKU
Formula IKU yang digunakan yaitu:
{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan 
Perilaku Bayar)}

•	 Realisasi IKU
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berhasil mencapai hasil yang maksimal pada IKU Persentase 
perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan capaian 
120% pada tahun 2024. Jika dibedah berdasarkan formula IKU, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 
II mendapatkan angka maksimal pada setiap komponennya, antara lain 429,27% pada capaian 
rasio kegiatan, 120% dari rasio perubahan perilaku lapor dan 95,42% dari capaian rasio perubahan 
perilaku bayar.

2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

 Persentase perubahan 
perilaku lapor dan bayar 

atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan

- - - - 88,80%

Sumber : Laporan NKO 2024

Pada tahun 2024, realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan 
Edukasi dan Penyuluhan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mencapai 88,80%. Capaian ini menjadi 
pencapaian pertama yang dapat diukur secara kuantitatif, mengingat dalam lima tahun sebelumnya 
(2020–2023) tidak terdapat data realisasi untuk IKU ini.

Kinerja tahun 2024 mencerminkan keberhasilan dalam implementasi strategi edukasi dan penyuluhan 
yang lebih efektif, yang dibuktikan dengan meningkatnya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak 
dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Pencapaian ini juga didukung oleh optimalisasi 
berbagai metode sosialisasi, seperti pemanfaatan teknologi digital, kerja sama dengan stakeholder, 
serta program edukasi yang lebih terarah dan berbasis data.

Keberhasilan ini memberikan gambaran positif mengenai efektivitas pendekatan yang dilakukan 
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II dan menjadi tolok ukur bagi penyempurnaan strategi ke depan 
guna mempertahankan dan meningkatkan tren kepatuhan wajib pajak.
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3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Persentase perubahan 
perilaku lapor dan bayar 

atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan

- - - 74% 88,80%

Sumber : Laporan NKO 2024

IKU ini merupakan indikator baru yang belum tercantum dalam Renja DJP 2020, Rencana Strategis 
DJP 2020–2024 maupun RJPMN, sehingga tidak ada data pembanding dari dokumen perencanaan. 
Namun, IKU ini akan menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, 
dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menuju pengamanan pendapatan negara.

Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Persentase perubahan perilaku lapor 
dan bayar atas kegiatan edukasi dan 

penyuluhan
74% - 88,80%

Sumber : Laporan NKO 2024

4.	 Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5.	 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
•	 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 
edukasi dan penyuluhan didorong oleh upaya peningkatan kualitas dan intensitas edukasi. 
Peningkatan materi yang relevan, serta peningkatan frekuensi kegiatan edukasi seperti kelas 
pajak, tax goes to school/campus, pajak bertutur, pajak berisyarat, business development 
service, live Instagram, podcast, spectaxcular, inklusi, tax gathering dan serta media omni-
chanel yang lain, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, asosiasi, dan 
komunitas, turut memperluas jangkauan edukasi, sehingga mendorong perubahan perilaku 
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masyarakat dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Penyusunan program yang spesifik untuk 
kelompok wajib pajak tertentu, seperti UMKM, juga berperan penting dalam memberikan edukasi 
yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitas 
program yang dijalankan. Melalui sistem monitoring yang baik, langkah-langkah perbaikan bisa 
diambil untuk mengatasi hambatan atau kekurangan dalam implementasi. Pemberian penghargaan 
untuk wajib pajak juga menjadi motivator yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keseluruhan.

•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan
Terdapat beberapa tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas program edukasi dan penyuluhan. 
Faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan wajib pajak, dan kurangnya pemahaman tentang tata 
cara perpajakan dapat menjadi hambatan dalam proses edukasi. Selain itu, keterbatasan sumber 
daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai juga dapat menghambat 
pelaksanaan program edukasi yang efektif. 
Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa alternatif solusi telah dilakukan. Penyempurnaan 
materi edukasi agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan wajib pajak menjadi 
langkah penting. Penguatan penggunaan teknologi digital dengan memberikan pelatihan 
penggunaan aplikasi pajak juga menjadi prioritas agar wajib pajak dapat mengakses informasi 
dan layanan perpajakan lebih efektif. Selain itu, evaluasi dan penguatan sistem monitoring serta 
penyuluhan berbasis tatap muka atau komunitas yang langsung mengarah pada kelompok sasaran 
diharapkan dapat mengatasi kekurangan yang ada, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 
wajib pajak secara signifikan. 

•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II menghadapi tantangan efisiensi penggunaan sumber daya, 
dengan hanya dua penyuluh pajak yang tersedia. Hal ini membatasi cakupan edukasi dan penyuluhan 
yang dapat dilakukan, terutama dalam kegiatan yang memerlukan interaksi langsung dengan wajib 
pajak. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi pajak, 
webinar, e-learning, media sosial, dan podcast, menjadi kunci untuk memperluas penyuluhan tanpa 
bergantung sepenuhnya pada jumlah penyuluh. Teknologi ini memungkinkan penyuluhan dijalankan 
secara luas, efisien, dan dengan biaya yang relatif lebih rendah.
Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, asosiasi profesional, 
atau komunitas bisnis dapat memperkuat upaya edukasi tanpa memerlukan penambahan jumlah 
penyuluh. Pemanfaatan sumber daya yang lebih luas memungkinkan pencapaian tujuan penyuluhan 
dengan lebih efektif. Selain itu, meningkatkan kapasitas dan keterampilan penyuluh melalui pelatihan 
yang lebih intensif dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi meskipun jumlah penyuluh 
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terbatas, sehingga upaya edukasi tetap optimal.

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja
Beberapa program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja meliputi kelas pajak, Tax 
Goes to School/Campus, Pajak Bertutur, Pajak Berisyarat, Business Development Service, serta 
penggunaan media sosial dan platform digital seperti Live Instagram, podcast, dan Spectaxcular. 
Program-program ini efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan 
yang menarik dan mudah dipahami. Penggunaan teknologi dan media omni-channel semakin 
memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan, 
mendorong perubahan perilaku wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak secara lebih patuh.

•	 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Pelaksanaan rencana aksi dalam pencapaian kinerja menunjukkan beberapa temuan penting. 
Pemantauan rutin terhadap edukasi perpajakan setiap triwulan telah efektif untuk mengevaluasi 
program, sehingga hambatan atau kekurangan dapat segera diperbaiki. Hal ini juga memberikan 
gambaran jelas mengenai kemajuan yang dicapai dalam setiap periode. Pemantauan penyelesaian 
Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) Kolaboratif turut memastikan kolaborasi berjalan sesuai 
target, sehingga program edukasi dapat berjalan dengan baik.
Upaya mendorong penyuluh untuk menyusun DSPT Mandiri memberikan fleksibilitas yang lebih 
bagi setiap KPP dalam menyesuaikan program dengan kondisi lokal. Namun, penyuluh juga 
didorong untuk memperkuat koordinasi dengan Seksi Pengawasan, Seksi Penagihan, serta Seksi 
Penjaminan Kualitas Data untuk memastikan kelancaran pelaksanaan edukasi dan akurasi data 
yang digunakan. Koordinasi yang lebih intensif diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan 
efektivitas program.
Secara keseluruhan, rencana aksi yang telah dilakukan dapat meningkatkan kinerja. Meski demikian, 
terus diperluasnya koordinasi antar unit dan peningkatan kapasitas penyuluh akan mendukung 
pencapaian yang lebih optimal.

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan edukasi 
dan penyuluhan perpajakan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, seperti 
hanya tersedia dua penyuluh pajak. Untuk mengatasi hal ini, pemanfaatan teknologi digital seperti 
webinar, media sosial, dan podcast sangat diandalkan, memungkinkan penyuluhan dijalankan 
secara efisien dan luas tanpa bergantung pada jumlah penyuluh. Selain itu, kolaborasi dengan 
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pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan asosiasi profesional turut memperluas jangkauan 
edukasi. Tantangan lainnya terkait dengan pemahaman wajib pajak yang bervariasi dapat diatasi 
dengan penyempurnaan materi edukasi yang lebih sederhana dan relevan, serta program yang 
disesuaikan untuk kelompok sasaran tertentu, seperti UMKM. 
Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan juga diterapkan untuk menilai efektivitas program 
dan segera mengidentifikasi kendala yang ada. Pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang 
patuh turut digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Meskipun 
terdapat keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, pemanfaatan platform digital dan media omni-
channel memungkinkan penyuluhan berjalan secara lebih hemat dan efisien. Dengan langkah-
langkah ini, pencapaian yang melebihi target dalam tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam 
mengatasi tantangan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Melakukan pemantauan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan 
edukasi perpajakan setiap triwulan.

•	 Melakukan pemantauan secara lebih intensif terhadap penyelesaian DSPT 
Kolaboratif.

•	 Mendorong KPP untuk menyusun DSPT Mandiri
•	 Mendorong Penyuluh untuk melakukan koordinasi dengan Seksi 

Pengawasan, Seksi Penagihan Pemeriksaan dan Penilaian, dan Seksi 
Penjaminan Kualitas Data.

2025
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Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 15,00% 85,00% 100,00%

Realisasi 6,10% 6,27% 12,38% 18,00% 18,00% 90,23% 108,23%

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 106,15 108,23
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi 
positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap 
masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat 
waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan 
kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam 
rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan 
kepatuhan wajib pajak.

•	 Definisi IKU
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran 
Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari 
hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja 
vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.
Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja 
vertikal sebagai berikut.
1.	 Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang 

diberikan oleh KPP.
2.	 Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang 

dilakukan oleh KPP.
3.	 Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.
Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. 



Bab III Akuntabilitas Kinerja 55

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat 
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor 
mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi 
IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:
1.	 Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; 
2.	 Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3.	 Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. 
Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei 
nasional tahunan DJP 85%.

•	 Formula IKU
Penghitungan IKU ini menggunakan Indeks Hasil Survei.

•	 Realisasi IKU
Berdasarkan realisasi dan capaian per triwulan dari Indeks Kepuasan Pelayanan (IKU), efektivitas 
penyuluhan, dan efektivitas kehumasan, dapat disimpulkan bahwa hasil pencapaian menunjukkan 
performa yang baik, meskipun ada beberapa ruang untuk peningkatan lebih lanjut.
Indeks Kepuasan Pelayanan (IKU) mencatatkan capaian tertinggi dengan nilai 90,03. Hal ini 
menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat dengan 
sangat baik, mencerminkan upaya optimal dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Indeks Efektivitas Penyuluhan berada di angka 86,03, yang menunjukkan bahwa program penyuluhan 
yang dilaksanakan cukup efektif dalam mencapai target. Angka ini juga menggambarkan bahwa masih 
ada peluang untuk meningkatkan dampak dari penyuluhan lebih luas, dengan mengoptimalisasi 
metode dan kanal penyuluhan yang digunakan.
Sementara itu, Indeks Efektivitas Kehumasan yang tercatat pada angka 85,08 mengindikasikan 
bahwa kegiatan kehumasan berjalan dengan efektif, namun masih ada aspek yang dapat diperbaiki 
agar pesan yang disampaikan lebih jelas dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Secara keseluruhan, capaian-capaian ini menggambarkan kinerja yang baik pada tiga area penting 
tersebut. Namun, perlu adanya evaluasi lebih lanjut dan strategi perbaikan berkelanjutan agar ketiga 
aspek ini dapat terus berkembang dan semakin mendekati target yang ditetapkan.
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2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

  Indeks Kepuasan 
Pelayanan, Efektivitas 

Penyuluhan dan Kehumasan
- - - - 108,23%

Sumber : Laporan NKO 2024

Realisasi IKU Tahun 2024 untuk Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan 
tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya, karena 
ketiga indikator ini merupakan IKU baru yang belum memiliki data historis. Oleh karena itu, analisis 
tren jangka panjang belum dapat dilakukan. Namun, pencapaian nilai IKU pada tahun 2024 dapat 
menjadi tolok ukur awal untuk evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang. Dengan adanya data 
ini, ke depannya akan lebih mudah untuk mengukur perkembangan, mengidentifikasi tren, serta 
merumuskan strategi peningkatan yang lebih efektif berdasarkan data empiris yang terkumpul dari 
tahun ke tahun.

3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Indeks Kepuasan Pelayanan, 
Efektivitas Penyuluhan dan 

Kehumasan
- 100% - 100% 108,23%

Sumber : Laporan NKO 2024, Renja DJP 2024, dan Renstra DJP 2020-2024

Pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020-2024, Indeks Kepuasan Pelayanan, 
Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan merupakan bagian dari IKU Indeks Kepuasan Publik atas 
Layanan DJP, dengan target akhir sebesar 100%. Sementara itu, dalam Rencana Kerja (Renja) DJP 
2024, IKU ini terbagi menjadi tiga indikator, yaitu:
1.	 Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJP dengan target 82
2.	 Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan dengan target 81
3.	 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dengan target 89
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Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas 
Penyuluhan dan Kehumasan

100% - 108,23

Sumber : Laporan NKO 2024

4.	 Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Realisasi capaian IKU tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan 
dalam APBN adalah 100%, sedangkan realisasi tahun 2024 mencapai 108,23%.

Meskipun tidak ada standar nasional yang dapat dijadikan perbandingan langsung, hasil ini 
menunjukkan bahwa pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan telah berjalan dengan sangat baik, 
bahkan melebihi target yang direncanakan.

Keberhasilan ini perlu dianalisis lebih lanjut agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan. 
Evaluasi juga penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini, 
sehingga strategi yang digunakan bisa terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Realisasi capaian menunjukkan performa yang baik, meskipun masih terdapat ruang untuk 
peningkatan. Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJP mencatat capaian tertinggi dengan nilai 
90,03, menunjukkan bahwa pelayanan telah memenuhi harapan masyarakat dengan sangat 
baik. Indeks Efektivitas Penyuluhan mencapai 86,03, yang mencerminkan efektivitas program 
penyuluhan yang cukup baik, meskipun masih dapat ditingkatkan dengan optimalisasi metode dan 
kanal penyuluhan. Indeks Efektivitas Kehumasan berada pada angka 85,08, yang menunjukkan 
efektivitas komunikasi dan penyebaran informasi, namun masih memerlukan perbaikan agar pesan 
yang disampaikan lebih jelas dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Secara keseluruhan, pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Renja DJP 
2024. Namun, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan ketiga aspek ini terus 
berkembang, sehingga efektivitas layanan, penyuluhan, dan kehumasan dapat semakin optimal di 
masa mendatang.
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5.	 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
•	 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1.	 Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Survei dengan Lebih Intensif
Pengawasan dan evaluasi survei yang dilakukan secara intensif memungkinkan pengukuran 
yang lebih akurat dan real-time terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan efektivitas 
kinerja. Dengan evaluasi berkala, feedback yang diperoleh dapat segera diterjemahkan 
dalam bentuk perbaikan yang lebih efektif. Penekanan pada analisis data survei memastikan 
bahwa respons terhadap perubahan atau masalah yang muncul dapat dilakukan secara 
cepat dan tepat.

2.	 Melaksanakan Bimbingan dan Pemantauan atas Implementasi Hasil Workshop
Upaya ekstra ini sangat mendukung penerapan hasil workshop dalam praktik nyata. Bimbingan 
yang berkelanjutan dan pemantauan pasca-workshop membantu memastikan bahwa materi 
yang diperoleh selama pelatihan diimplementasikan dengan baik dalam operasi sehari-hari, 
baik itu terkait pelayanan publik, penyuluhan, ataupun kehumasan. Dengan pemantauan 
yang rutin, setiap peserta workshop dapat langsung diberikan dukungan tambahan apabila 
menghadapi hambatan dalam menerapkan pengetahuan baru mereka.

3.	 Memastikan Pelayanan di KPP dan KP2KP Memenuhi Standar Layanan
Memastikan bahwa KPP dan KP2KP memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan dalam 
PER-27/PJ/2016 sangat penting untuk menciptakan keseragaman dan kualitas dalam setiap 
transaksi pelayanan publik. Melalui pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan standar 
tersebut, kita dapat menjaga konsistensi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
harapan masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal ini 
akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mempermudah pencapaian tujuan kinerja 
yang diharapkan.

Dengan melaksanakan ketiga upaya ini secara konsisten, diharapkan kualitas pelayanan, 
penyuluhan, dan kehumasan dapat terus meningkat, serta kinerja organisasi dapat tercapai 
sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 

•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan
Meskipun Kanwil DJP tidak membawahi wajib pajak secara langsung, dengan koordinasi yang 
baik antara Kanwil dan KPP, kinerja yang maksimal tetap dapat tercapai. Hal ini menunjukkan 
bahwa komunikasi yang efektif dan pemahaman yang jelas antara kedua pihak sangat penting 
untuk memastikan pencapaian target dan pelayanan yang optimal. 

•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat 
sudah tercapai dengan baik menggunakan 6 pelaksana dan 2 penyuluh, yang berhasil memenuhi 
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target kinerja yang ditetapkan. Meskipun begitu, mengingat tugas yang luas dan kompleksitas 
pelayanan yang harus dijalankan, efisiensi ini masih bisa lebih optimal. Tanpa tambahan sumber 
daya, pelaksana dan penyuluh mungkin harus menangani lebih banyak pekerjaan, yang berpotensi 
mempengaruhi kualitas pelayanan dan penyuluhan, terutama pada wilayah dengan jumlah wajib 
pajak yang besar.

Untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal, penambahan sumber daya manusia seperti penyuluh 
atau pelaksana tambahan akan sangat membantu untuk membagi beban kerja yang lebih 
proporsional. Selain itu, pengoptimalan penggunaan teknologi seperti platform penyuluhan digital 
dan sistem manajemen layanan dapat meningkatkan efisiensi dengan memperluas jangkauan 
tanpa mengorbankan kualitas. Dengan demikian, meskipun sumber daya yang ada telah memenuhi 
target, tambahan personel dan pemanfaatan teknologi dapat memastikan peningkatan efektivitas 
dan jangkauan pelayanan secara signifikan.

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja
Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dapat 
dilihat dari implementasi berbagai program yang terkoordinasi dengan baik antara Kanwil DJP dan 
KPP. Salah satu program yang berperan penting adalah pengawasan dan evaluasi survei secara 
intensif, yang memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time dan perbaikan berkelanjutan. 
Program ini memastikan bahwa setiap masukan dari masyarakat atau stakeholders dapat segera 
ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan yang tepat, serta mendukung peningkatan kualitas 
pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan. Bimbingan dan pemantauan terhadap implementasi hasil 
workshop juga memainkan peran besar dalam memastikan bahwa hasil pelatihan dapat diterapkan 
secara optimal di lapangan, memperkuat kinerja secara keseluruhan.
Selain itu, kegiatan pemastian bahwa KPP dan KP2KP memenuhi standar layanan yang telah 
ditetapkan menjadi faktor kunci yang memastikan keseragaman dan kualitas dalam pelayanan 
publik. Program ini tidak hanya menciptakan konsistensi, tetapi juga meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas organisasi. Dengan adanya kegiatan ini, kepercayaan masyarakat terhadap DJP 
semakin kuat, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan kinerja. Walaupun telah berhasil 
mencapai target, adanya tantangan terkait beban kerja yang besar tetap mengharuskan adanya 
pengoptimalan sumber daya, baik melalui penambahan personel maupun pemanfaatan teknologi, 
guna mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional di masa depan.

•	 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya untuk 
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pencapaian kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap hasil 
yang tercapai. Pertama, pengawasan dan evaluasi survei yang lebih intensif memungkinkan adanya 
deteksi dini terhadap masalah dan isu yang dapat menghambat kinerja, serta memberikan peluang 
untuk segera melakukan penyesuaian sehingga hasil survei lebih akurat dan dapat diandalkan. 
Upaya ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengukuran kinerja.
Kedua, bimbingan dan pemantauan atas implementasi hasil workshop terkait dengan pelayanan, 
penyuluhan, dan kehumasan berhasil mengoptimalkan penerapan ilmu yang didapat peserta 
workshop ke dalam kegiatan sehari-hari, memastikan standar kualitas tetap terjaga di lapangan. 
Terakhir, penegakan standar pelayanan yang tercantum dalam PER-27/PJ/2016 memastikan bahwa 
KPP dan KP2KP mematuhi pedoman yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. 
Tindakan mitigasi tersebut berperan dalam mengurangi risiko ketidakpastian dan memperbaiki 
kinerja secara keseluruhan. Meskipun demikian, evaluasi berkala dan adaptasi terhadap hasil 
pelaksanaan tersebut tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan 
dalam pencapaian kinerja di masa depan.

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian kinerja IKU Tahun 2024 adalah jumlah tugas yang 
besar dan keterbatasan sumber daya, terutama dalam bidang penyuluhan dan pelayanan. Dengan 
hanya enam pelaksana dan dua penyuluh, pekerjaan yang ha-rus dilakukan sangat banyak, terutama 
di daerah dengan banyak wajib pajak, yang bisa memengaruhi kualitas layanan dan penyuluhan. 
Selain itu, meskipun sudah dilakukan survei dan evaluasi secara intensif, masih ada tantangan 
dalam memastikan bahwa pe-san yang disampaikan dalam kegiatan kehumasan dapat diterima 
dengan jelas oleh semua lapisan masyarakat.
Untuk mengatasi kendala ini, beberapa langkah telah diambil, seperti memperkuat pengawasan 
dan evaluasi survei agar masalah dapat terdeteksi lebih cepat dan segera diperbaiki. Selain itu, 
bimbingan setelah workshop dilakukan untuk memastikan peserta bisa mengaplikasikan pelati-han 
dengan baik dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, KPP dan KP2KP diminta untuk selalu mengikuti 
standar layanan yang ditetapkan agar kualitas tetap terjaga. Namun, agar lebih efektif, perlu ada 
penambahan tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pelayanan dan 
membuat pekerjaan lebih efisien.
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6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Melakukan filter wajib pajak calon responden yang memiliki hubungan 
baik dan kooperatif, khususnya mereka yang telah menerima pelayanan 
maupun penyuluhan sebelumnya.

•	 Melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas implementasi hasil 
workshop yang berkaitan dengan pelayanan, penyuluhan, serta kegiatan 
kehumasan.

•	 Memastikan bahwa pelayanan di KPP dan KP2KP telah memenuhi standar 
sebagaimana diatur dalam PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di 
Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.

•	 Menyelenggarakan penyuluhan terpadu secara terjadwal setiap minggu/
bulan dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi (omni-channel) 
yang saling bersinergi untuk menyampaikan informasi atau memberikan 
pelayanan kepada wajib pajak.

2025

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

05a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%

Realisasi 120,00% 114,11% 114,11% 116,45% 116,45% 118,54% 118,54%

Capaian 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan 
pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan 
penerimaan pajak dapat tercapai optimal.
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•	 Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan 
pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun 
pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).Kegiatan pengawasan pembayaran masa 
dibagi menjadi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Pengawasan pembayaran 
masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
A.	 Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Merupakan penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, 
Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data 
Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.
1.	 Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)

a.	 Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase 
perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan 
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya 
semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka 
efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang 
telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang 
dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang 
diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b.	 Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya  Ditindaklanjuti adalah:
-	 jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan 

pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
-	 atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak 

Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan 
untuk STP Tahunan;

-	 atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang 
telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas  keterlambatan pembayaran yang tidak 
disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian 
SPT; dan

-	 nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
c.	 Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan 

IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan 
sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
-	 triwulan I	 : sampai dengan bulan Februari;
-	 triwulan II	 : sampai dengan bulan Mei; 
-	 triwulan III	 : sampai dengan bulan Agustus; dan
-	 triwulan IV	: sampai dengan bulan November.
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d.	 Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif 
STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana 
dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang 
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2.	 Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis)
a.	 Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas 

realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
b.	 Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah 

Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya 
Dilakukan Penelitian;

c.	 Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib 
Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) 
dan data lainnya;

d.	 Daftar  Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 
25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau 
kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun 
berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e.	 Kepala Kantor Wilayah  DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data 
lainnya;

f.	 Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang 
dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil 
Penelitian (LHPt);

g.	 Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut 
Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h.	 Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang 
menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan 
Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i.	 Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan 
angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan 
komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
-	 40% untuk Kuantitas Penelitian;
-	 60% untuk Kualitas Penelitian;
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut 
= 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas 
Penelitian.
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3.	 Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis)
a.	 Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas 

realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
b.	 Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data 

Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian 
Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c.	 Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data 
pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d.	 Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada 
Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada 
tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
-	 triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
-	 triwulan II: sampai dengan bulan Mei; 
-	 triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

e.	 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya 
diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

f.	 Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh 
kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli 
tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

g.	 Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data 
pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

h.	 Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun 
berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

i.	 Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil 
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang 
diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

j.	 Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang 
diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

k.	 Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota 
Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan 
komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
-	 60% untuk Kuantitas Penelitian;
-	 40% untuk Kualitas Penelitian;

4.	 Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 
0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis 
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menggunakan bobot sebagaimana berikut:
-	 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang  Seharusnya Diterbitkan;
-	 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
-	 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut 
= 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP 
Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target 
angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, 
maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis 
menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

B.	 Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
Merupakan penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, 
Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data 
Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).
1.	 Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a.	 Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase 
perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah 
Daftar Nominatif STP yang Seharusnya  Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis 
pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas 
pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah 
disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang 
dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang 
diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b.	 Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya  Ditindaklanjuti adalah: 
-	 jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan 

pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
-	 atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak 

Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan 
untuk STP Tahunan;

-	 atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang 
telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas  keterlambatan pembayaran yang tidak 
disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian 
SPT;

-	 nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
c.	 Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan 

IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan 
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sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
-	 triwulan I: sampai dengan bulan Februari; 
-	 triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
-	 triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan 
-	 triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d.	 Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
-	 tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan 

sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
-	 tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana 

dimaksud pada huruf b.
e.	 Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria 

sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif 
STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti 
seluruhnya.

2.	 Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
a.	 Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas 

Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
b.	 Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan 

Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE  non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot 
tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan 
Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta 
penyelesaian SP2DKE Oustanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP 
yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

c.	 Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak 
lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah 
Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran; 

d.	 Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan 
Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat 
DJP.

3.	 Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas 
realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Terhadap Komponen Tindak Lanjut 
Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas 
sebagaimana berikut:
-	 60% untuk Kuantitas Penelitian;
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-	 40% untuk Kualitas Penelitian.
a.	 Kuantitas Penelitian

1.	 Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian 
Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah 
Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

2.	 Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah 
data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

3.	 Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada 
Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada 
tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, 
yaitu:
-	 triwulan I: sampai dengan bulan Februari; 
-	 triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan  
-	 triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya 
diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

d.	 Kualitas Penelitian
1.	 Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil 

Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan 
yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan 
atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

2.	 Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun 
berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian atas data pemicu dan hasil 
analisis mandiri.

3.	 Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang 
diturunkan oleh KPDJP

Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase tindak lanjut 
data perpajakan tahun berjalan ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat 
DJP.

4.	 Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 
0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya 
(Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
-	 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
-	 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
-	 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;
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Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut 
= 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya 
(Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang 
memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki 
target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran 
Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen 
yang memiliki target angka mutlak.

•	 Formula IKU

•	 Realisasi IKU
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II pada tahun 2024 berhasil mencapai 
realisasi IKU Pengawasan Pembayaran Masa Wajib sebesar 118,54 dari target 90% sehingga 
dapat memperoleh capaian maksimal, 120. Komponen Pengawasan pembayaran masa Wajib 
Pajak Strategis telah mencapai 117,07% dan Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya 
(Berbasis Kewilayahan) mencapai 120%.

A.	 Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis
1.	 Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)

Tindak lanjut atas STP yang seharusnya ditindaklanjuti dengan realisasi 30.665 dari target 
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27.362. Capaian komponen STP Strategis yang tinggi mencapai 120% didukung dengan 
tindak lanjut penerbitan STP sesuai Daftar Nominatif yang turun dari kantor pusat dan 
penambahan mandiri di luar dafnom. Data capaian STP untuk Strategis adalah sebagai 
berikut:

2.  Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis) 
Kegiatan Dinamisasi PPh Pasal 25 terealisasi untuk kuantitas sebesar 345 dari target 312, 
sedangkan kualitas 187 dari target 170. Secara total Capaian Dinamisasi adalah sebesar 
110,23%, belum optimal 120%, hal ini dikarenakan terbatasnya waktu penurunan dafnom 
dan dari sisi kenaikan pembayaran terdapat Wajib Pajak yang tidak melakukan kenaikan 
angsuran sehingga realisasi kualitas kurang optimal. Detail data capain Dinamisasi adalah 
sebagai berikut:

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP
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D. Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

Tindak lanjut atas STP yang seharusnya ditindaklanjuti dengan realisasi 62.698 dari target 
45.722. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. 
Namun dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas yaitu penyelesaian 
Daftar Nominatif STP yang seharusnya diterbitkan (telah diberikan oleh kantor pusat melalui 
aplikasi) dan menindaklanjuti STP yang secara peraturan perundang-undangan perpajakan 
harus diterbitkan sehingga realisasi IKU bisa optimal sebesar 120%. Data capaian IKU PPM 
Dafnom STP Kanwil dan KPP di bawah koordinasi Kanwil DJP Jawa Timur II seperti tampak 
pada tabel di bawah ini:

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis)
Kegiatan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan dari data pemicu untuk kuantitas 
terealisasi sebanyak 1.524 dari target 1.245, sedangkan untuk kualitas terealisasi 2.171 
dari target 1.245. Capaian komponen Tindak Lanjut atas Data Perpajakan Tahun Berjalan 
telah mencapai 120% dengan detail data sebagai berikut:

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP
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2.	 Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
Penambahan Wajib Pajak dari kegiatan ekstensifikasi (meliputi komponen kuantitas dan 
kualitas) dengan realisasi IKU sebesar 132.27% (14.87% lebih tinggi dari realisasi tahun 
2023). Capaian Kuantitas penambahan Wajib Pajak adalah jumlah Wajib Pajak baru hasil 
tindak lanjut Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan bobot tertentu dibagi target jumlah 
Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE (status aktif saat pengukuran kinerja). Sedangkan 
capaian kualitas adalah jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan 
pembayaran dibagi target jumlah Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi. Data capaian IKU 
PPM Penambahan Wajib Pajak Kanwil dan KPP di bawah koordinasi Kanwil DJP Jawa 
Timur II seperti tampak pada tabel di bawah ini:

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP
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2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

 Persentase pengawasan 
pembayaran masa

- - - - 118,54%

Sumber : Laporan NKO 2024
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa merupakan IKU yang tidak memiliki data historis, 
sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

3.	 Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan
Kegiatan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan dari data pemicu yang berhasil 
terealisasi sebanyak 2.157 dari target 1.856. Jumlah realisasi tersebut adalah jumlah 
penelitian data pemicu data perpajakan tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan 
penerbitan LHPt oleh Account Representative. Data capaian IKU PPM Tindak Lanjut Data 
Perpajakan pada Kanwil dan KPP di bawah koordinasi Kanwil DJP Jawa Timur II seperti 
tampak pada gambar di bawah ini:

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP
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3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Persentase pengawasan 
pembayaran masa

90%/100% 100% - 90% 118,54%

Sumber : Laporan NKO 2024, Renja DJP 2024

Pada Renja DJP 2024, IKU ini terdiri dari dua indikator Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi 
dan Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan. Target masing-masing 
indikator tersebut yaitu 90% dan 100%. Sedangkan pada Renstra DJP, IKU Persentase pengawasan 
pembayaran masa merupakan turunan dari IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan 
Hukum Pajak dengan target 100%. Realisasi Kanwil DJP Jawa Timur II sebesar 118,54% telah 
melebihi target-target tersebut.

Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Persentase pengawasan pembayaran 
masa

90% - 118,54%

Sumber : Laporan NKO 2024

4.	 Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5.	 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Secara umum, IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa telah mencapai hasil yang optimal 
dengan capaian 120. Untuk mencapai kinerja PPM Tahun 2025 yang optimal dalam mendukung 
perluasan basis pemajakan serta dalam rangka memperkaya data perpajakan, Kegiatan 
Pengumpulan Data (KPD) menjadi salah satu fokus pengawasan kewilayahan Tahun 2025 sehingga 
diharapkan komponen IKU Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi dapat tercapai secara optimal, 
mengingat komponen tersebut memiliki bobot terbesar di antara dua komponen lainnya.

•	 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Secara umum kinerja Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024 sudah sangat baik, 



74 Laporan Kinerja 2024

capaian yang optimal ini sejalan dengan upaya extra effort yang sudah dilakukan diantaranya:
1.	 Optimalisasi Tindak Lanjut Penerbitan SPT diluar Dafnom STP;
2. 	 Penyelesaian Tindak Lanjut Data Pemicu diluar target;
3.	 Penetapan tambahan target dinamisasi diluar dafnom target yang sudah diturunkan sebelumnya.
4.	 Melaksanakan kegiatan kolaboratif dengan Kantor Pelayanan Pajak dalam menentukan dan 

menyusun Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) Kolaboratif Tahun 2024;
5.	 Melakukan pemantauan atas tindak lanjut DSPE sebelum berakhirnya periode penilaian kinerja 

setiap triwulan yang dilakukan secara tertulis melalui Nota Dinas Kepala Kantor;
6,	 Melakukan pemantauan atas tindak lanjut Daftar Nominatif Surat Tagihan Pajak (STP) dan Data 

Perpajakan tahun berjalan sebelum berakhirnya periode penilaian kinerja setiap triwulan yang 
dilakukan secara tertulis melalui Nota Dinas Kepala Kantor; dan

7.	 Menyampaikan strategi untuk mencapai kualitas ekstensifikasi yang optimal dengan cara 
melakukan penyisiran dan mengoptimalkan pengawasan pendaftaran NPWP untuk BUMDes 
(memiliki kemungkinan membayar yang lebih tinggi) dan disampaikan pada Rapat Koordinasi 
Terbatas 2.0 yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2024.

Dengan upaya kunci ini kinerja Aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa selalu berjalan optimal 
bahkan sejak awal Triwulan dalam Tahun Berjalan

•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan
Strategi pengawasan dan aktivitas tahun berjalan yang sudah ditetapkan secara Kanwil dan 
keselarasan implementasi oleh KPP menjadi kunci utama dalam pencapaian IKU ini. Selain itu 
upaya aktif dari pencarian dan tindak lanjut sumber tambahan bahan baku dalam bentuk extra effort 
menjadi dorongan yang sangat optimal untuk pencapaian IKU ini.  Penyebab keberhasilan lainnya 
yaitu:
a.	 Daftar nominatif STP yang tersedia pada setiap triwulan telah ditindaklanjuti bahkan atas 

pengawasan pembayaran masa yang tidak masuk dalam daftar nominatif juga telah diterbitkan 
STP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b.	 Kegiatan monitoring dan asistensi atas tindak lanjut Daftar Nominatif STP dan Data Perpajakan 
Tahun Berjalan dikemas dalam bentuk peringkat per Account Representative yang antara lain 
menyajikan target, realisasi serta capaian masing-masing sehingga para aktor pengawasan 
mendapat gambaran hasil kinerja dibandingkan/relatif dengan aktor pengawasan lainnya. Hal 
ini dapat menumbuhkan semangat kompetisi khususnya dalam melakukan tindak lanjut atas 
Daftar Nominatif STP dan Data Perpajakan Tahun Berjalan.

•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan melakukan 
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efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh 
organisasi adalah sebagai berikut:
1.	 Melakukan perumusan dan distribusi target kuantitas penambahan Wajib Pajak Hasil 

Ekstensifikasi sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II nomor ND-
843/WPJ.24/2024 tanggal 22 Maret 2024. Adapun distribusi target telah mempertimbangkan 
jumlah Account Representative dan beban kerja atas SP2DKE Outstanding yang masih perlu 
ditindaklanjuti;

2.	 Melakukan penyelesaian SP2DKE Outstanding yang berada di bawah Threshold secara masal 
dalam rangka efisiensi Sumber Daya Manusia.

3.	 Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP, untuk kemudian dapat diterbitkan, dengan memperhatikan 
periode penurunan daftar nominatif. Dengan ini maka diharapkan pada periode selain periode 
penurunan Dafnom STP, Account Representative dapat fokus kepada pekerjaan/tugas dan 
fungsi yang lainnya; dan

4.	 Pada komponen dinamisasi angsuran PPh 25, Kanwil melakukan langkah pemerataan beban 
kinerja melalui identifikasi sebaran target yang diturunkan dari daftar nominatif, kemudian 
menambahkan data tambahan untuk setiap AR yang tidak mendapat penurunan dafnom. 
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk optimalisasi kinerja SDM yang ada agar Kinerja IKU secara 
lokal maupun regional dapat terealisasi dengan optimal dan berimplikasi pada penerimaan yang 
baik.

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja
Capaian atas kinerja Persentase Pengawasan Pembayaran Masa merupakan hasil dari program 
yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Kegiatan penunjang yang menjadi 
dorongan realisasi IKU ini secara optimal diantaranya:
1. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evalusasi yang dilakukan secara periodik setiap triwulan 

baik melalui Tim khusus Liaison Officer maupun kegiatan rutin biasa;
2. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi setiap kendala pelaksanaan di KPP dan penetapan 

target maupun tambahan kegiatan diluar target;
3.	 Penyusunan Daftar Sasaran Piroritas Ekstensifikasi secara kolaboratif antara Kantor Pusat, 

Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
4. Monitoring dan asistensi tindak lanjut Penelitian dan Penerbitan Imbauan Kenaikan Angsuran 

PPh 25 atau Dinamisasi Angsuran PPh 25;
5.	 Monitoring dan asistensi tindak lanjut atas Daftar Nominatif STP dan Data Perpajakan Tahun 

Berjalan; dan
6.	 Monitoring dan asistensi tindak lanjut atas Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) tahun berjalan 

maupun atas SP2DKE Outstanding.
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•	 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas 
adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh 
organisasi atas risiko Wajib Pajak tidak melakukan atau mengalami penurunan pembayaran pajak 
rutin adalah dengan melakukan penelitian atas pemenuhan kewajiban formal (pembayaran tepat 
waktu) dan kewajiban material (pembayaran rutin dan wajar) melalui kegiatan penelitian material 
data perpajakan tahun berjalan dan menerbitkan produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak (STP).

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
Dalam IKU ini terdapat komponen yang cukup menantang yaitu Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 
25. Dinamisasi merupakan langkah yang sifatnya persuasif sehingga dengan tren kanaikan omset 
Tahun Berjalan diharapkan jika Wajib Pajak melakukan kenaikan angsuran maka, nilai pajak yang 
masih harus dibayar tidak terlalu besar.
Namun yang menjadi tantangan adalah karena sifatnya yang tidak mengikat maka ada resiko Wajib 
Pajak mengabaikan imbauan kenaikan angsuran.
Untuk mengantisipasi ini maka dilakukan langkah bimbingan negotiation skill dan communication 
skill kepada Account Representative di Lingkungan Kanwil, sehingga penyampaian imbauan 
kenaikan angsuran PPh 25 dapat direspon positif oleh WP dan WP mau melaksanakan imbauan 
tersebut dengan sukarela.

6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Rapat Koordinasi Daerah
•	 Bimbingan Teknis
•	 Menetapkan target kuantitas penambahan Wajib Pajak (WP) hasil 

ekstensifikasi dan penyelesaian SP2DKE Outstanding
•	 Melaksanakan Monitoring dan asistensi tindak lanjut daftar nominatif Surat 

Tagihan Pajak (STP) dan data perpajakan tahun berjalan secara periodik
•	 Melaksanakan Monitoring dan asistensi tindak lanjut Daftar Sasaran 

Ekstensifikasi (DSE) dan Daftar Prioritas Ekstensifikasi (DPE) secara 
periodik

•	 Mengoordinasikan Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) secara serentak 
menggunakan Aplikasi MATOA dan Coretax Internal

•	 Monitoring tindak lanjut Dinamisasi Angsuran PPh 25

2025
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Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi N/A 119,62% 119,62% 120% 120% 120% 120%

Capaian N/A 119,62 119,62 120 120 120 120
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis 
yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak 
(subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

•	 Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan 
pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi dua 
yaitu Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%) 
dan Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) 
(Bobot 50%).
A.	 Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan 
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau 
keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan 
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan 
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas 
Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar 
Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib 
Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
a. Komponen Penelitian (40%)
b. Komponen Tindak Lanjut (60%)
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B.	 Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) 
merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan 
pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau 
keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan 
atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil 
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis 
Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan 
dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb 
atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan 
kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT 
Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang 
Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil 
penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa 
penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi 
sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas 
data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan 
capaian dua komponen:
a. Komponen Kuantitas (40%)
b. Komponen Kualitas (60%)

•	 Formula IKU
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•	 Realisasi IKU
Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan pada tahun 
2024 telah mencapai 120% baik Strategis maupun Kewilayahan. Capaian Strategis adalah sebagai 
berikut:

Sedangkan Capaian Kewilayahan adalah sebagai berikut:

Sumber : Aplikasi Mandor-JDP

Sumber : Aplikasi Mandor-JDP
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3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Persentase penyelesaian 
permintaan penjelasan atas 
data dan/atau keterangan

100% 100% - 100% 120%

Sumber : Laporan NKO 2024, Renja DJP 2024, dan Renstra DJP 2020-2024

IKU ini merupakan turunan dari indikator Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum  
pajak pada Renja 2024 dan Renstra DJP 2020-2024 dengan target sebesar 100%. Capaian IKU 
ini telah mencapai 120%, melebihi target PK, Renja dan Renstra. Dengan tercapainya IKU ini, 
membuktikan bahwa Kanwil DJP Jawa Timur II telah melakukan Pengawasan kepada Wajib Pajak 
dengan baik.

Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Persentase penyelesaian permintaan 
penjelasan atas data dan/atau 

keterangan
100% - 120%

Sumber : Laporan NKO 2024

4.	 Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

 Persentase penyelesaian 
permintaan penjelasan atas 
data dan/atau keterangan

- - - - 120%

Sumber : Laporan NKO 2024

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan masa 
merupakan IKU yang tidak memiliki data historis. Hal ini disebabkan karena setiap tahun definisi dan 
formula perhitungan selalu berubah sehingga tidak dapat dibandingkan realisasi setiap tahunnya.
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5.	 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
•	 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Secara umum, IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan 
sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal atau 120%. Untuk 
mencapai kinerja P4DK Tahun 2025 yang optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 
kompetensi Account Representative menjadi salah satu fokus utama, Kanwil DJP Jawa Timur 
II telah melakukan kegiatan Diseminasi IKU sebagai upaya dalam optimalisasi IKU mulai awal 
Tahun, Penetapan nilai minimal realisasi LHP2DK Dalam Pengawasan dan nilai minimal potensi 
akhir LHP2DK usul pemeriksaan sebagai optimalisasi realisasi bobot dalam menunjang IKU 
P4DK, Rapat Koordinasi Daerah yang salah satu agendanya adalah melakukan pemantauan 
capaian IKU P4DK,  In House Training (IHT), Forum, dan SIBANTER terhadap AR selama 
2024. Selain itu, untuk menjamin kualitas dan pencairan dari kegiatan P4DK Kantor Wilayah 
telah melakukan kegiatan Uji Petik atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Semester I Tahun 
2024 pada Pengawasan Kewilayahan dan Penjaminan Mutu Pengawasan pada Pengawasan 
Strategis, selain itu telah dilakukan langkah kolaborasi dalam asistensi pencairan Quick Wins 
Tahun 2024 baik Pengawasan Kewilayahan maupun Strategis.
Secara khusus upaya extra effort yang telah dilakukan diantaranya:
1. Penetapan Bahan Baku dari DPP yang berkualitas yang beorientasi pada ketersediaan data 

pemicu dan analisis mandiri;
2. Produksi LHA yang berkualitas sebagai tambahan bahan baku DPP; dan
3. Pelaksanaan kegiatan one on one dalam penyelesaian saldo SP2DK Outstanding.
Dengan upaya yang telah dilakukan tersebut kinerja P4DK selalu berjalan optimal bahkan sejak 
awal Triwulan dalam Tahun Berjalan.
 

•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 
alternatif solusi yang telah dilakukan
Langkah yang sudah dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja P4DK diantaranya adalah:
1. Melakukan kegiatan monitoring penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding sebagai sumber 

bahan baku utama untuk IKU P4DK;
2. Melakukan identifikasi produk Laporan Hasil Penelitian di KPP yang dilakukan penelitian 

Transfer Pricing untuk dilakukan kompilasi dan pengiriman ke Direktorat terkait sehingga 
mendaat penambahan bobot Realisasi;

3. Penetapan batas potensi akhir LHP2DK usul pemeriksaan sesuai kondisi kearifan lokal Wajib 
Pajak setiap KPP, sehingga dipastikan LHP2DK Usul Pemeriksaan yang terbit memenuhi 
potensi akhir dan dapat diakui bobotnya;

4. Analisa atas potensi perpajakan telah dilakukan terhadap WP atas seluruh jenis pajak pada 
suatu tahun (analisa menyeluruh/komprehensif);

5. Komunikasi dan edukasi kepada Wajib Pajak dilakukan secara persuasif dan menghasilkan 
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realisasi yang optimal
6. Manajemen waktu atas penyelesaian SP2DK dilaksanakan sesuai ketentuan;
7. Bimbingan dan pengaturan beban kerja yang baik oleh atasan dalam penyelesaian pekerjaan;
8. Penentuan potensi awal SP2DK yang kurang akurat atau tidak sesuai dengan kondisi WP yang 

sebenarnya;
9. Periode penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang terbatas sehingga berpengaruh 

pada kualitas DPP yang dihasilkan; dan
10. Manual IKU atas kegiatan pengawasan diinformasikan tidak pada awal tahun, sehingga Account 

Representative terlambat memitigasi segala risiko yang berkaitan dengan capaian IKU P4DK, 
hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU P4DK atas Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan) 
tidak 120%.

•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Capaian atas kinerja P4DK dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. 
Dalam penetapan DPP, Kanwil melakukan langkah pemerataan beban kinerja melalui identifikasi 
sebaran DPP yang ditetapkan untuk tiap AR, kemudian menambahkan data DPP mandiri untuk setiap 
AR yang memiliki jumlah DPP sedikit. Selain itu penetapan target LHPt dan LHP2DK Pengawasan 
Strategis juga didasarkan pada jumlah SDM dan beban kinerjanya. Langkah ini dilakukan sebagai 
bentuk optimalisasi kinerja SDM yang ada, agar Kinerja IKU P4DK secara lokal maupun regional 
dapat terealisasi dengan optimal dan berimplikasi pada penerimaan yang baik.
1.	 KPP melakukan perumusan dan distribusi target P4DK sesuai dengan Nota Dinas Direktur 

Ekstensifikasi dan Penilaian nomor ND-269/PJ.06/2024 tanggal 28 Februari 2024. Adapun 
distribusi target telah mempertimbangkan jumlah Account Representative dan beban kerja atas 
P4DK yang perlu ditindaklanjuti.

2.	 KPP melakukan perumusan dan distribusi target SP2DK Outstanding sesuai dengan Nota Dinas 
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian nomor ND-300/PJ.06/2024 tanggal 8 Maret 2024. Adapun 
distribusi target telah mempertimbangkan jumlah Account Representative dan beban kerja atas 
P4DK yang perlu ditindaklanjuti.

3.	 Kanwil melakukan langkah pemerataan beban kinerja melalui identifikasi sebaran DPP yang 
ditetapkan untuk tiap AR, kemudian menambahkan data DPP mandiri untuk setiap AR yang 
jumlah DPP nya sedikit.

4.	 Selain itu penetapan target LHPt dan LHP2DK Pengawasan Strategis juga didasarkan pada 
jumlah SDM dan beban kinerjanya.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk optimalisasi kinerja SDM yang ada, agar Kinerja IKU P4DK 
secara lokal maupun regional dapat terealisasi dengan optimal dan berimplikasi pada penerimaan 
yang baik.



Bab III Akuntabilitas Kinerja 83

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja
Kegiatan penunjang yang menjadi dorongan realisasi IKU ini secara optimal diantaranya:

1.	 Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evalusasi yang dilakukan secara periodik setiap triwulan 
baik melalui Tim khusus Liaisson Officer maupun kegiatan rutin biasa;

2.	 Pelaksanaan pendampingan dan asistensi setiap kendala pelaksanaan di KPP dengan metode 
one on one kepada AR, untuk optimalisasi tindak lanjut SP2DK Outstanding dan DPP yang 
menjadi komponen pembentuk realisasi IKU;;

3.	 Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan secara kolaboratif antara Kantor Pusat, Kantor 
Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

4.	 Monitoring dan asistensi tindak lanjut atas P4DK Tahun Berjalan;
5.	 Monitoring dan asistensi tindak lanjut atas Daftar Pengawasan Prioritas (DPP) tahun berjalan 

maupun atas SP2DK Outstanding;
6. 	Meningkatkan kemampuan hardskill dan softskill AR dengan mengadakan forum, IHT, 

SIBANTER
7.	 Melakukan Kegiatan Uji Petik untuk Pengawasan Kewilayahan dan Pengendalian Mutu 

Pengawasan untuk Pengawasan Strategis atas penyelesaian P4DK; dan
8.	 Melakukan monitoring khusus pada SP2DK Potensial melalui kegiatan Quick Wins.

•	  Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Rencana Aksi berorientasi pada strategis pengamanan penerimaan atau rencana kerja tahunan 
Kanwil yang sudah disusun. Setiap rencana aksi telah dilaksanakan dengan baik dan selalu 
dilakukan monitoring tiap triwulan. Dalam IKU ini juga dilakukan upaya mitigasi risiko melalui 
identifikasi masalah yang mungkin terjadi, selain itu  pendampingan melalui kegiatan monitoring 
dan evaluasi menjadi langkah untuk pencarian solusi dan pemecahan masalah. Mitigasi risiko yang 
dilakukan oleh organisasi atas risiko Pengawasan WP dalam bentuk SP2DK mampu meningkatkan 
penerimaan pajak dengan membentuk tim khusus di tingkat Kanwil DJP untuk melakukan analisis 
data terkait perpajakan. Pada Tahun 2024 Realisasi PKM dari Pengawasan mayoritas dihasilkan dari 
aktivitas inti pengawasan berupa Penerbitan SP2DK dan LHP2DK senilai Rp807.573.832.953 atau 
berkontribusi sebesar 62,39% dari total Realisasi PKM Pengawasan sebesar Rp1.294.355.975.855, 
hal ini menjadi tolak ukur bahwa kegiatan mitigasi risiko yang dilakukan sudah baik dan optimal.

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
Kendala atau hambatan dalam IKU P4DK ini adalah diantaranya penyelesaian SP2DK sesuai 
batas waktu SE-05/PJ/2021 yaitu selama 60 hari atau bisa diperpanjang dengan tambahan 30 
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hari, kemudian tantangan lainnya adalah penyelesaian pembayaran Wajib Pajak sesuai komitmen 
potensi akhir LHP2DK Dalam Pengawasan yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar WP. 
Untuk mengantisipasi permasalahan ini maka dilakukan langkah bimbingan kepada Account 
Representative di Lingkungan Kanwil dan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pengawasan 
untuk memastikan penyelesaian SP2DK sesuai batasan waktu SE-05/PJ/2021. Kemudian untuk 
mengantisipasi pembayaran Wajib Pajak yang tidak terselesaikan, dilakukan langkah pemberian 
bimbingan negotiation skill dan communication skill, serta pendampingan dengan Penyidik dan 
pengusulan pemeriksaan sehingga pada akhirnya Wajib Pajak bersedia menyelesaikan pembayaran 
pajak terutang sesuai komitmen potensi akhir.

•	 Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan 
kemiskinan ekstrem
Kinerja IKU P4DK merupakan penopang penerimaan pajak yang bersumber dari Penelitian 
Kepatuhan Material (PKM) sebelum tahun berjalan. Sedangkan PKM ini salah satu dari dua jenis 
sumber utama penopang penerimaan pajak negara yang menjadi sumber pendanaan terbesar setiap 
kegiatan dan kebijakan publik pemerintah, termasuk dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.
Sehingga optimalisasi Kinerja IKU P4DK akan beriimplikasi pada penerimaan pajak dan pada 
puncaknya akan berperan penting dalam menopang setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Rapat Koordinasi Daerah
•	 Bimbingan Teknis
•	 Monitoring dan Evaluasi
•	 Melakukan coaching Kepala Seksi Pengawasan 
•	 Melaksanakan coaching AR terkait penggalian potensi perpajakan
•	 Menyelenggarakan Forum AR
•	 Melakukan Uji Petik atas Daftar Piroritas Pengawasan (DPP)
•	 Menetapkan Taget LHPt dan LHP2DK Pengawasan Strategis

2025
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Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

06b-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi 326,15% 120% 120% 104,67% 104,67% 113,99% 113,99%

Capaian 120 120 120 104,67 104,67 113,99 113,99
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis 
yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak 
(subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

•	 Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka 
memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP 
tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat 
waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% 
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Rencana Aksi Periode

•	 Menetapkan Batas Potensi Akhir usul pemeriksaan untuk LHP2DK Close 
usul Pemeriksaan sehingga bisa mengakui bobot optimal

•	 Mengidentifkasi produk Laporan Hasil Penelitian di KPP yang dilakukan 
penelitian Transfer Pricing untuk dilakukan kompilasi dan pengiriman ke 
Direktorat Terkait sehingga mendapat penambahan bobot Realisasi

•	 Melakukan pendampingan Kegiatan Bedah Wajib Pajak sehingga 
meningkatkan kualitas penggalian potensi

2025
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A.	 Komponen 1
Komponen 1 terdiri dari Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 
30%). Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun 
oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil 
reviu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan 
Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP. Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan 
oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian:
1.	 Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi 
KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2.	 Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi 
KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan pada bulan April tahun berjalan.

3.	 Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi 
KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4.	 Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi 
KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP.  Dalam 
penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target 
dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. 
Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan 
tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

B.	 Komponen 2
Komponen 2 terdiri dari Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas 
Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan 
pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 
2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit 
kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

C.	 Komponen 3
Komponen 3 terdiri dari Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM 
Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah 
daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana 
dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, 
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dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui 
relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor 
merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang di dalamnya bertanggung jawab 
dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan 
disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. 
Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada 
pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah 
hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM 
Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan 
DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan 
total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada 
aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP 
tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 
ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM 
Pemeriksaan.

•	 Formula IKU



88 Laporan Kinerja 2024

2.	 Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU
Realisasi 

Tahun 
2020

Realisasi 
Tahun 
2021

Realisasi 
Tahun 
2022

Realisasi 
Tahun 
2023

Realisasi 
Tahun 
2024

 Efektivitas Pengelolaan 
Komite Kepatuhan Wajib 
Pajak Kanwil DJP tepat 

waktu

- - - - 113,99%

Sumber : Laporan NKO 2024

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu merupakan IKU 
baru tidak memiliki data historis, sehingga tidak dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

•	 Realisasi IKU
Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu pada 
tahun 2024 adalah sebesar 113,99% dengan rincian komponen sebagai berikut :

Pada komponen yang pertama (Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu) 
tidak mendapat poin maksimal dikarenakan pada triwulan III pengiriman ke KPDJP dilakukan tepat 
dengan batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 30 Juli 2024 sehingga hanya mendapatkan 
poin 1, untuk mendapatkan poin 1,2 pengiriman harus dilakukan sebelum tanggal 30 Juli 2024. Pada 
Komponen Ketiga (Bahan Baku Pemeriksaan) tidak mendapat poin maksimal dikarenakan ada 3 
KPP yang tidak memenuhi target pemenuhan bahan baku.

Komponen Target Realisasi
%

Realisasi

Komposisi 
sesuai ND-

409/PJ.08/2024

Realisasi 
Riil

Trajectory
Capaian 

IKU

Laporan 4 4,6 115,00% 30% 34,50%

Komponen 

Kualitas
80% 101,42 120,00% 40% 48,00%

Bahan Baku 

Pemeriksaan
104,97% 30% 31,49%

Total Capaian IKU 113,99% 100% 113,99%
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3.	 Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana 
Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 
2024

Nama IKU

Dokumen Perencanaan Kinerja

Target 
Tahun 

2024 Renja 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

Renstra 
DJP

Target 
Tahun 
2024 

RPJMN

Target 
Tahun 

2024 pada 
PK

Realisasi

Efektivitas Pengelolaan 
Komite Kepatuhan Wajib 
Pajak Kanwil DJP tepat 

waktu

- - - 100% 113,99%

Sumber : Laporan NKO 2024

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu pada tahun 
2024 tidak terdapat dalam Renja DJP 2024, Renstra DJP 2020-2024, maupun RPJMN, namun IKU 
mendukung tercapainya proses bisnis utama.

Nama IKU
Target Tahun 

2024

Standar 
Nasional 
(APBN)

Realisasi 
Tahun 2024

Efektivitas Pengelolaan Komite 
Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat 

waktu
100% - 113,99%

Sumber : Laporan NKO 2024

4.	 Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

5.	 Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
•	 Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja terhadap IKU 
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat waktu antara lain 
adalah sebagai berikut:
-	 Melakukan rapat pembahasan penyelesaian SP2DK. Dengan adanya rapat tersebut 

SP2DK dapat diselesaikan dengan potensi pajak yang optimal sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

-	 Melakukan kolaborasi antara Account Representative dengan PPNS. Kolaborasi antara 
Account Representative dengan para PPNS meningkatkan kinerja baik dari fungsi 
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pengawasan maupun fungsi penegakan hukum. Contohnya adalah penggalian potensi pajak 
pada sektor dana desa; 

-	 Melakukan kolaborasi antara Account Representative dengan Pemeriksa. Kolaborasi ini 
diharapkan dapat meningkatkan bahan baku baik dari segi kuantitas maupun kualitas;

-	 Pembentukan Daftar nominatif Quick Wins Pengawasan, yang dibentuk dari data DPP dan 
SP2DK Outstanding dengan potensi yang besar dan diperkirakan cepat cair dengan Success 
Rate tinggi sehingga menghasilkan penerimaan yang optimal.

 
•	 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan
Keberhasilan pencapaian Kinerja IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil 
tidak lepas dari upaya dan kolaborasi antar lini yang telah dilakukan sesuai dengan fungsi dibentuknya 
komite kepatuhan. Selain itu penyelarasan strategi pengamanan penerimaan di Kanwil maupun per 
KPP dalam bentuk kebijakan pengawasan dan penggalian potensi sektoral dari sisi kualitas sangat 
mendongkrak Penerimaan PKM baik dari kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan maupun 
Penegakan Hukum, implikasinya adalah peningkatan kontribusi komponen Kualitas Pelaksanaan 
Komite Kepatuhan dengan realisasi optimal 120% Langkah lain yang telah dilakukan Kanwil dalam 
optimalisasi IKU adalah pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan laporan komite sehingga 
laporan yang disusun sesuai format ketentuan dan memastikan penyampaian laporan tepat waktu.

•	 Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
Komite Kepatuhan Kanwil DJP Jawa Timur II dibagi dalam beberapa Subkomite yaitu Subkomite 
Pelayanan dan edukasi, Subkomite Pengawasan, serta Subkomite Pemeriksaan, Penilaian, 
Penagihan, dan Penegakan hukum. Subkomite tersebut mempunyai tugas masing-masing 
berdasarkan fungsi yang diampu, sehingga dalam melakukan analisa bahan DSP4 akan lebih efektif 
dan efisien. Namun demikian koordinasi antar Subkomite tetap dilakukan sehingga tidak terdapat 
bahan DSP4 atau Wajib Pajak pada tahun pajak yang sama dilakukan lebih dari satu treatment.

•	 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan 
kinerja
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain sebagai 
berikut:
-	 Terhadap komponen Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu, kegiatan 

yang dilakukan antara lain:
•	 Melakukan pendampingan dan revisi penyusunan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 

KPP
•	 Melakukan review Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP



Bab III Akuntabilitas Kinerja 91

•	 Mengompilasi dan menyampaikan laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP 
kepada KPDJP secara tepat waktu 

-	 Terhadap komponen kualitas pelaksanaan komite kepatuhan, kegiatan yang dilakukan antara 
lain: 
•	 Melakukan pembahasan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak tingkat Kantor Wilayah 

DJP serta Petunjuk Teknisnya, dan Strategi Pelayanan dan Edukasi, Pengawasan, 
Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan dan Penegakan Hukum tingkat Kanwil DJP

•	 Melakukan pembahasan rekomendasi treatment Wajib Pajak fungsi Pelayanan dan Edukasi, 
Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan dan Penegakan Hukum

•	 Melakukan pembahasan atas DSP4 Kanwil DJP
•	 Melakukan review atas DSP4 yang disusun oleh KPP
•	 Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut 

Pelayanan dan Edukasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan serta Penegakan 
Hukum Wajib Pajak di tingkat Kanwil DJP.

-	 Terhadap komponen Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM 
Pemeriksaan
•	 Pembuatan Kertas Kerja Analisa (KKA) Oleh Fungsional Pemeriksa Pajak Tiap Triwulan 

Minimal 2 KKA.
•	 Setiap KPP diminta mengusulkan minimal 1 (satu) usulan pemeriksaan wajib pajak grup
•	 Percepatan Pembahasan LHP2DK Usul Pemeriksaan.

•	 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode 
sebelumnya dalam pencapaian kinerja
IKU efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu 
merupakan IKU baru pada tahun 2024, sehingga pada periode sebelumnya belum pernah 
disusun rencana aksi atau mitigasi risiko.

•	 Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi 
kendala
Pada Komponen Ketiga (Bahan Baku Pemeriksaan) dengan mewajibkan Fungsional Pemeriksa 
Pajak untuk membuat Kertas Kerja Analisa (KKA) Pajak Tiap Triwulan Minimal 2 KKA, dan Setiap 
KPP diminta mengusulkan minimal 1 (satu) usulan pemeriksaan wajib pajak grup.

•	 Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan 
kemiskinan ekstrem
Kinerja IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil ditopang dengan dua 
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Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 7. Penegakan hukum yang efektif

07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1.	 Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R Q1 Q2 Sm.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Yearly

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi 111,67% 118,58% 118,58% 120% 120% 120% 120%

Capaian 111,67 118,58 118,58 120 120 120 120
Sumber : Laporan Penjelasan Progres IKU 2024

•	 Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, 
tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian 
hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

6.	 Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi Periode

•	 Pendampingan Penyusunan Laporan KKWP KPP Tahun  2025
•	 Imbauan Pengiriman Laporan KKWP  2025 ke KPP secara Tepat Waktu
•	 Penyusunan Laporan KKWP  dan pelaporan secara tepat waktu dengan 

menyesuaikan kebijakan penyusunan laporan komite kepatuhan dari 
KPDJP Tahun 2025

•	 Melakukan rapat pembahasan DSP4 kolaboratif oleh Komite Kepatuhan

2025

jenis kegiatan utama, yaitu aktivitas dalam jumlah kegiatan dan kualitas dari sisi kontribusi terhadap 
penerimaan, sedangkan dari sisi penerimaan kegiatan Komite Kepatuhan memiliki kontribusi 
terhadap penerimaan yang bersumber dari Penelitian Kepatuhan Material (PKM) sebelum tahun 
berjalan. Sedangkan PKM ini salah satu dari dua jenis sumber utama penopang penerimaan pajak 
negara yang menjadi sumber pendanaan terbesar setiap kegiatan dan kebijakan publik pemerintah, 
termasuk dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, 
pengentasan kemiskinan ekstrem.
Sehingga optimalisasi peran Komite Kepatuhan akan beriimplikasi pada penerimaan pajak dan pada 
puncaknya akan berperan penting dalam menopang setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
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•	 Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit 
tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai 
SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat 
waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.
Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian 
dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen 
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
A.	 Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a.	 Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 
75%, Bobot 15%)

b.	 Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 
100%, Bobot 25%)

c.	 Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
d.	 Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
e.	 Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 

70%, Bobot 5%)
Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan 
berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail 
target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

B. Tingkat Efektivitas Penilaian
Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:
a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.
Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian 
dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas 
Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara 
Penunjukan Petugas Penilai Pajak.
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•	 Realisasi IKU
Parameter tingkat efektivitas pemeriksaan terdiri dari 5 variabel, dengan realisasi sebagai berikut:

*Maksimal 120%
Dari realisasi tersebut dapat dihitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dengan 
formula Realisasi dibagi target sebesar 80% sehingga 112,77% / 80% = 120.

Nama Variabel BOBOT TARGET REALISASI CAPAIAN*
CAPAIAN 
X BOBOT

1

Persentase nilai SKP Terbit tahun 

berjalan dibandingkan dengan data 

potensi DSPP

15% 75% 88,34% 117,79% 17,67%

2

Persentase nilai SKP disetujui 

dibandingkan dengan SKP Terbit 

tahun berjalan

25% 100% 109,43% 109,43% 27,36%

3
Persentase realisasi penyelesaian 

pemeriksaan
30% 100% 106,65% 106,65% 31,99%

4
Persentase penyelesaian 

pemeriksaan tepat waktu
25% 75% 104,84% 120,00% 30,00%

5
Persentase ketetapan dibandingkan 

dengan nilai restitusi
5% 70% 80,57% 115,10% 5,75%

Realisasi IKU 112,77%

•	 Formula IKU


